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ABSTRACT 
PRATIWI A211 08 960, Analysis of lending policy towards non-
performing loans at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Makassar Branch. 
(supervised by DR. Muhammad Yunus Amar, SE., MT and Shinta Dewi Tikson, 
SE., M, MGT) 
The research was conducted to determine the lending policy applied to the 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Makassar Branch, using the principle 
of 5 C in accordance with the provisions of Bank Indonesia related to customer 
eligibility for loans in addition, to see significant effects associated with strong or 
weak credit supplied which can be seen from the percentage of loan to deposit 
ratio of  non-performing loan. 
During the observation period showed that the PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero,) Tbk Makassar Branch has used credit policy with the principle 
of 5 C in accordance with the policies associated with the lending banks. These 
results indicate that the amount of credit (loan to deposit ratio) was significantly 
stronger effect on non-performing loans. Ability of credit (loan to deposit Rati) of 
96.3% o effect on the level of non performing loan bank. While the remaining 
3.7% is influenced by other variables not addressed in this study. 
 
KeyWord : Lending policies (principle 5 C, namely Character, Capcity, Capital, 
Colletral and Condition), non-performing loans.. 
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ABSTRAKSI 
PRATIWI A211 08 960. Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Non 
Performing Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar 
(dibimbing oleh. Dr. MUH. YUNUS AMAR, SE., MT dan  SHINTA DEWI TIKSON, 
SE., M,MGT ).  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit yang 
diterapkan pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar, dengan 
menggunakan prinsip 5 C sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia terkait dengan 
kelayakan nasabah dalam memperoleh kredit. Selain itu, untuk melihat pengaruh yang 
signifikan kuat atau lemah terkait dengan pemberian kredit yang disalurkan oleh PT. 
Bank Tabungan Negara Cab. Makassar yang dapat dilihat dari persentase loan to deposit 
ratio terhadap no performing loan. 
Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan 
Negara (persero) Tbk Cab. Makassar telah menggunakan kebijakan pemberian 
kredit dengan prinsip 5 C sesuai dengan kebijakan perbankan terkait dengan 
penyaluran kredit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya penyaluran 
kredit (loan to deposit ratio) berpengaruh signifikan kuat terhadap  non 
performing loan. Kemampuan penyaluran kredit (loan to deposit rati)o 
berpengaruh sebesar 96,3% terhadap tingkat non performing loan bank. 
Sedangkan sisanya yaitu sebesar 3,7% dipengaruhi oleh variabel‐variabel lainnya 
yang tidak dibahas dalam  penelitian ini. 
Kata Kunci : 
Kebijakan Pemberian Kredit ( prinsip 5 C, yaitu Character, Capcity, Capital, Colletral 
and Condition), Non Performing Loan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dunia perbankan yang telah terlihat semakin kompleks, 
dengan berbagai produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. 
Keadaaan yang kompleks ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru 
dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara 
bank dengan lembaga keuangan. Sector perbankan menjadi salah satu factor yang 
memegang peranan karena berfungsi sebagai penghimpun  dan penyalur dana 
melalui penciptaan produk yang beraneka ragam untuk ditawarkan kepada 
masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan. 
Bank adalah lembaga keuangan (financial institution) yang berfungsi 
sebagai perantara keuangan  (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan 
dana  (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank 
kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan 
dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang 
dari masyarakat (dana pihak ketiga) dan menyalurkannya  kembali dalam bentuk 
kredit. Dari aktivitas bank tersebut tersalurlah berbagai produk bank sesuai 
dengan kebijakan-kebijakan yang  ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. 
Kredit merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan utama. 
Semakin besar tingkat atau proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, 
maka semakin besar pula jumlah investasi kredit yang dimiliki perusahaan. 
Dengan besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya, berarti perusahaan 
tersebut harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi. Adanya penjualan 
kredit yang dilakukan, dapat mengurangi kemungkinan risiko seperti munculnya 
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biaya penambahan pegawai dan pengurusan administrasi. Saat semua masalah ini 
bermunculan, secara langsung akan menghambat kelancaran operasional yang 
harus dicapai perusahaan. Oleh karena itu, sebelum  melakukan pemberian kredit 
perusahaan harus memperhatikan unsur 5 C (The Five of Credit), yaitu character, 
capacity, capital, collateral and condition. 
Pendapatan terbesar dalam bank yang dapat mempengaruhi modal adalah 
pendapatan bunga dan penyaluran kredit. karena dari  peningkatan penyaluran 
kredit  maka perolehan  pendapatan  bunga meningkat, meningkatnya  perolehan 
pendapatan  ini dapat menutupi seluruh beban termasuk NPL. Setelah pendapatan 
dikurangi beban dan NPL baru didapat laba dimana peningkatan laba ini akan 
mempengaruhi pertumbuhan modal. Karena penyaluran kredit  memberikan 
pemasukan yang sangat besar maka masing-masing bank dalam membuat 
penyaluran kredit yang berbeda-beda. Dengan tujuan menambah jumlah modal, 
walaupun ada pendapatan bank yang diperoleh selain dari bunga misal :  biaya 
administrasi tabungan dan jasa transfer. 
Pengelolaan kredit bermasalah (non performing loan) menjadi sangat 
penting karena hal ini berdampak pada kinerja perusahaan. NPL ini menunjukkan 
seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang 
telah disalurkannya. Tingginya NPL dapat mempengaruhi kebijakan bank dalam 
menyalurkan kreditnya yaitu bank menjadi lebih berhati-hati. Karena bank yang 
tetap memberikan kredit ketika NPL-nya tinggi berarti bank tersebut termasuk 
risk taken. Batas maksimum persentase kredit bermasalah pada setiap perbankan 
di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang di buat oleh Bank Indonesia 
tentang batas kewajaran tingkat non performing loan yaitu sebesar 5%. Peraturan 
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ini penting agar setiap perbankan yang ada Indonesia tetap menjaga tingkat Non 
performing loan. 
Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif 
yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat 
memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimilikinya. Kualitas 
aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang 
dihadapi oleh bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank. 
Pertumbuhan kredit yang lambat tersebut ditengarai lebih disebabkan 
faktor penawaran yaitu keengganan bank untuk menyalurkan kredit, yang sering 
disebut sebagai fenomena credit crunch. Faktor yang biasanya mempengaruhi 
perilaku bank dalam menawarkan kredit perbankan dapat disebabkan oleh banyak 
hal seperti rendahnya kualitas aset perbankan, nilai Non Performing Loan yang 
tinggi atau mungkin saja anjloknya modal perbankan akibat depresiasi sehingga 
menurunkan kemampuan bank dalam memberikan pinjaman (Juda Agung, 2001). 
Kesalahan dalam penyaluran dana lebih merugikan lagi jika tidak diproses 
dengan baik. Hal itu dapat menyebabkan banyaknya jumlah kredit yang macet. 
Jika hal ini dialami oleh bank maka tingkat profitabilitas bank tersebut akan 
mengalami penurunan dan ini akan berdampak pada citra perbankan itu sendiri di 
kalangan masyarakat. 
Banyaknya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan laba yang 
diperoleh. Namun, tidak berarti jumlah kredit yang disalurkan akan memberikan 
laba yang besar pula, karena dalam penyaluran kredit kemungkinan timbul risiko 
kredit bermasalah dan hal ini akan berdampak pada tingkat Non Performing Loan 
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perbankan. Untuk itulah perlu adanya kebijakan pemberian kredit yang tepat dan 
efektif yang diterapkan perbankan agar tingkat kredit bermasalah dapat berkurang. 
Salah satu indikator besarnya pemberian kredit oleh bank yaitu dapat 
dilihat dari persentase Loan to Deposit Ratio (LDR). Loan to Deposit Ratio 
(LDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 
dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan 
(Kasmir, 2008:290). Rasio LDR ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh 
mana dana masyarakat yang dihimpun oleh bank disalurkan kembali kepada 
masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kebijakan pemberian kredit yang 
mengandung prinsip kehati-hatian hendaknya diterapkan oleh bank dalam 
menentukan calon debitur yang benar-benar dapat menjaga dana kredit yang 
disalurkan dengan memilih calon debitur yang memiliki reputasi yang baik 
diharapkan nilai NPL akan turun di masa yang akan datang. 
Besanya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan yang 
diperoleh. Akan tetapi tidak berarti bahwa jumah kredit yang disalurkan besar 
akan memberikan keuntungan yang besar pula. Dan hal ini akan berdampak pada 
tingkat Non Performing Loan perbankan. Untuk itulah perlu adanya kebijakan 
pemberian kredit yang tepat dan efektif yang diterapkan perbankan agar tingkat 
kredit bermasalah dapat berkurang. 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik 
Negara. Bank Tabungan Negara merupakan satu-satunya bank umum yang focus 
bisnisnya terhadap pembiayaan perumahan baik subsidi maupun yang non subsidi. 
Dengan focus bisnis tersebut maka bank BTN mempunyai peranan penting dalam 
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membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia 
dengan menyediakan kredit perumahan dengan tingkat suku bunga yang rendah. 
Posisi dana yang dimiliki oleh Bank BTN Cabang Makassar lima tahun 
terakhir adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Posisi Dana PT Bank Tabungan Negara Cabang Makassar 
Tahun 2007-2012 
                                        (Dalam Jutaan Rupiah) 
Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 
Giro 148.911 165.663 191.784 181.157 229.183 
Tabungan 333.980 372.589 411.832 479.060 571.589 
Deposito 94.767 144.719 130.965 140.145 193.007 
Jumlah 577.658 682.971 734.546 800.361 993.779 
Sumber: Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Makassar  
Berdasarkan data di atas, posisi dana bank BTN Cabang Makassar selama 
lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Tahun 2008 posisi dana bank 
BTN meningkat sebesar 18,23% dari Tahun 2007. Begitu pun pada Tahun 2009 
meningkat sebesar 7.5% dari Tahun 2008. Seperti halnya pada tahun 2011 
meningkat sebesar 24,16% dari tahun 2010. Dengan meningkatnya posisi dana 
yang dimilki oleh PT Bank tabungan Negara Cab. Makassar maka hal ini kan 
berdampak pada jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat. 
Berikut ini adalah realisasi kredit PT Bank Tabungan Cabang Makassar dari 
tahun 2007-2011. 
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Tabel I.2 
Realisasi Kredit PT Bank Tabungan Negara Cabang Makassar 
Tahun 2007-2011 
(Dalam Jutaan Rupiah) 
Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 
Perumahan 341,120 512,730 495,991 616,236 610,978 
KPR Subsidi 135,288 163,459 176,823 185,840 175,651 
KPR Non Subsidi 155,027 295,853  282,862 352,080 370,686 
a. Kredit Griya 
Utama 
143,792 273,599 264,134 338,564 353,115 
b. Kredit Pemilikan 
Ruko 
9,818  21,016 18,283 12,148 15,818 
Kredit Swagiya 1,417  1,237 445 1,369 1,450 
d. Kredit Rusun - - - - 303 
Non KPR 50,805  53,419 36,306 78,317 64,641 
a. Kredit Griya Multi 50,776  53,419 36,306 78,317 61,182 
b. Kredit Real Cash 29 - - - 2,864 
Pendukung Perumahan 130,865 375,191 280,370 308,895 336,018 
Kredit Yasa Griya 129,954 370,891 262,320 307,195 312,001 
Housing Related 911  4,300 18,050 1,700 - 
Kredit Lainnya 10,449  15,131 57,608 97,184 55,684 
KUMK 2,940  2,074 35,667 45,208 419 
Kredit Lain-lain 1,786   991 - 15,280 
Kredit Ringan Batara 5,120  8,915 15,989 51,666 23,415 
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Kredit Pegawai -  3,312 4,762 - 15,280 
Kredit Swadana 603  30 200 310 1,291 
Jumlah Realisasi 
Kredit 
482,434 903,052 833,969 1,022,315 1,002,680
Sumber : Bank Tabungan Negara (persero),Tbk Cabang Makassar 
 Data di atas menunjukkan realisasi kredit PT BTN Cabang Makassar dari 
Tahun 2007-2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini 
disebabkan oleh peningkatan pada kredit perumahan subsidi maupun non subsidi. 
Tetapi pada Tahun 2009 terjadi penurunan realisasi kredit sebesar 69.083. Namun 
pada Tahun 2010 realisasi kredit Bank BTN Caabang Makassar Mengalami 
peningkatan, hal ini disebabkan karena sebagian besar produk kredit Bank BTN 
mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 terjadi penurunan realisasi jumlah 
kredit sebesar 19,635 dengan perbandingan tahun 2010. 
Sementara data perkembangan Non Performing Loan pada PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar pada Tahun 2007-2011: 
Tabel 1.3 
Perkembangan NPL 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar 
                                         Tahun 2007-2011 
Rasio 
Tahun 
2007 2008 2009 2010 2011 
NPL 
(100%) 
7,65 2,64 3,25 3,04 2,76 
Sumber: Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Makassar  
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 Dari data penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun 
2007-2008 terjadi penurunan NPL sebesar 5,01% tentu ini merupakan penurunan 
NPL yang baik bagi sebuah bank, tahun 2007 NPL diatas 5,0% hal ini tentu diatas 
batas maksimum tingkat NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi 
berkat prinsip kehati-hatian dan kebijakan dari Bank BTN terkait dengan 
pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah sehingga pada tahun 2008 
terjadi penurunan yang drastis. Namun, pada tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 
0,61%. Yaitu dari 2,64 menjadi 3,25, kenaikan ini masih dalam dibawah dari 
standar tingkas NPL yang ditetapkan oleh BI. Penurunan NPL terus terjadi dari 
tahun 2010-2011, yaitu dari 3,04%- 2,76%. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang kebijakan pemberian kredit dan likuiditas pada PT Bank 
Tabungan Negara Cabang Makassar dengan judul penelitian:  “Analisis 
Kebijakan Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan pada PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar “. 
1.2.      Rumusan Masalah 
Perumusan masalah pokok dari penelitian yang akan dibahas adalah sebagai 
berikut: 
1) Apakah kebijakan pemberian kredit yang diterapkan pada PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar sudah sesuai dengan kebijakan 
perbankan? 
2) Apakah banyaknya pemberian kredit memiliki pengaruh signifikan kuat 
terhadap non performing loan (NPL) pada PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk Cabang Makassar? 
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1.3.       TUJUAN PENELITIAN 
 Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan, maka penelitian ini  
bertujuan untuk : 
1. Mengetahui kebijakan pemberian kredit terhadap non performing loan yang 
diterapkan pada Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar. 
2. Membantu dan sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 
sehingga diperoleh tingkat Non Performing Loan yang rendah di masa yang 
akan datang. 
1.4.   MANFAAT PENELITIAN 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 
1   Bagi Penulis 
Melatih ketajaman analisis dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan 
terhadap kondisi riil dilapangan yang terkait dengan disiplin ilmu manajemen. 
2. Bagi perusahaan 
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 
masukan bagi pimpinan perusahaan atau bank dalam rangka pengambilan 
langkah-langkah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat 
likuiditas pada masa sekarang dan yang akan datang. 
3. Bagi Akademis 
Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data 
sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi 
manajemen keuangan, 
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2.5.     SISTEMATIKA PENULISAN 
Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dalam penyusunan skripsi ini 
ini,maka penulis membaginya dalam enam bab, dengan sistematika sebagai 
berikut: 
Bab I merupakan bab pendahuluan yang bersi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
 Bab II merupakan bab yang berisi landasan teori yang terdiri pengertian 
bank, pengertian kredit,kebijakan Pemberian kredit,dan pengertian non 
performing loan dan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. 
Bab ini juga memuat kajian empiris, kerangka teori dan hipotesis. 
Bab III merupakan bab yang berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri 
dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi 
operasional variabel penelitian dan teknik analisis  data. 
Bab IV merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum perusahaan yang 
mencakup sejarah PT Bank Tabungan Negara, dan visi dan misi perusahaan. 
Bab V merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan yang 
mencakup hasil analisis kebijakan pemberian kredit yang diterapkan PT Bank 
Tabungan Negara terhadap non performing loan dan penyelesaian kredit 
bermasalah. 
Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari 
penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.  Tinjauan Umum 
2.1.1.  Bank 
2.1.1.1. Pengertian Bank 
Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan 
ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank 
mempunyai fungsi yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi 
suatu negara. 
Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan 
yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. 
Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi 
masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai 
tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam 
bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, 
uang kuliah dan pembayaran lainnya. 
Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan : 
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup orang banyak”.  
 
Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 
1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak”. 
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Fungsi-fungsi perbankan tersebut, antara lain : 
1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga 
penghimpun dan penyalur dana, 
2.  Pelaksana kebijakan moneter, 
3. Unsur pengguna sistem pembayaran yang efisien dan aman,  
4.Lembaga yang ikut mendorong pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. 
Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari 
masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan 
funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau 
mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Jenis simpanan yang 
dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan 
deposito berjangka. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari 
masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan 
kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah 
kredit (lending). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada 
penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan 
bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau 
penyertaan modal. 
2.1.2.   Kredit 
2.1.2.1. Pengertian Kredit 
Kredit bersal dari bahasa Yunani, credere, yang berarti kepercayaan. 
Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang 
(penundaan pembayaran). Dasar dari kredit adalah kepercayaan, oleh karena itu 
jika seseorang telah mendapatkan kredit berarti ia telah memperoleh kepercayaan. 
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Suatu pemberian kredit terjadi apabila didalamnya terkandung kepercayaan orang 
lain atau badan yang memberikan, kepada orang lain atau badan yang telah 
diberikan kredit harus memenuhi segala kewajiban pada waktunya. Orang atau 
badan yang memberikan kredit disebut kreditur, sedangkan orang atau badan yang 
menerima kredit disebut debitur. 
Menurut Hasibuan, Manajemen Perbankan (1996:46), bahwa kredit 
adalah “semua jenis pinjaman uang atau barang yang wajib dibayar 
kembali bunganya oleh peminjam. Dalam hal ini, pihak bank memberi 
tarif bunga atau yang disebut bunga kredit dalam setiap permohonan 
kredit kepada pihak peminjam”. 
 
Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah 
“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyerahan nilai 
ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu 
nilai ekonomi yang sama di kemudian hari. 
2.1.2.2. Unsur-Unsur Kredit 
 Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat 
mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit 
dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban 
yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa 
pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh, maka unsur-unsur yang 
terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 
2004:74-76). 
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 a. Kepercayaan 
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan 
benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. 
Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan 
penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. 
b. Kesepakatan 
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing 
pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 
c. Jangka waktu 
Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 
disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah, atau 
jangka panjang. 
d. Risiko 
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu 
risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit 
semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan 
bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak di sengaja. 
e. Balas jasa 
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang 
kita kenal dengan nama bunga. 
2.1.2.3. Tujuan Kredit 
 Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu yang tidak 
akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian 
suatu kredit antara lain : 
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1. Mencari keuntungan 
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. 
Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank 
sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 
nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. 
2. Membantu usaha nasabah 
Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan 
dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana 
tersebut pihak debitur akan dapat memperluas dan mengembangkan 
usahanya. 
3. Membantu pemerintah 
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 
perbankan maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti 
adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.  
2.1.2.4.  Jenis-Jenis Kredit 
 Permohonan pengajuan kredit ditujukan untuk maksud yang berbeda-
beda tergantung dari kebutuhan calon debitur. Untuk itu, bank pun menyesuaikan 
produk kredit yang ditawarkan dengan kebutuhan calon debitur. Menurut Rivai 
(2005), jenis kredit yang disalurkan dapat dilihat dari berbagai segi sebagai 
berikut : 
A. Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia 
1. Kredit Langsung 
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Merupakan kredit yang diberikan secara langsung kepada pihak ketiga 
bukan bank seperti, Pertamina, Lembaga keuangan bukan bank, 
Jawatan pegadaian, dan lain-lain. 
2. Kredit Likuiditas 
Merupakan kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank, 
baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan 
kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan  dalam keadaan 
darurat, dan untuk pembiayaan lainnya. 
3. Fasilitas Diskonto 
Merupakan penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia 
dengan cara pembelian promes (surat sanggup) yang diterbitkan oleh 
bank umum dan bank pembangunan yang tergolong sehat dan cukup 
sehat serta asa dasar diskonto. 
B. Jenis-jenis kredit perbankan untuk masyarakat  dilihat dari segi kegunaan 
1.  Kredit Modal Kerja/Kredit Eksploitasi 
Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit berjangka waktu pendek yang 
diberikan oleh suatu perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal 
kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancer. Seperti 
pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang 
dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain 
2.  Kredit Investasi 
Kredit Investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang 
diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, 
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perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian 
mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik. 
3.  Kredit Konsumsi 
Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak 
ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank itu sendiri) untuk keperluan 
konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau 
dengan cara lain. Kredit yang termasuk dalam kredit konsumsi ini adalah 
kredit kendaraan pribadi, kredit perumahan, kredit untuk pembayaran 
sewa/kontrak rumah, dan pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam 
kelompok ini termasuk juga kredit profesi untuk pengembangan profesi 
tertentu seperti, dokter, akuntan, notaris, dan lain-lain yang dijamin 
dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli 
dengan kredit tersebut. 
2.1.3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 
 Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta 
kehati-hatian agar kepercayaan merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar 
terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin 
pemberian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Karena 
penghasilan bunga dari kredit-kredit yang diberikan merupakan tulang punggung 
dari pendapatan bank serta untuk terjaminnya kelancaran pengembalian 
pokoknya, maka sudah sewajrnya andaikata pemberian kredit tersebut 
memerlukan perhitungan-perhitungan  yang teliti sesuai dengan prinsip-prinsip 
pemberian kredit.  
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 Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya 
tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi 
standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan 
oleh bank mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan 
dengan analisis 5C. Metode analisis 5 C adalah sebagai berikut  
1. Character 
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan 
diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang 
si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup, 
keadaan keluarga dsbnya. Ini semua ukuran “kemauan” membayar. 
2. Capacity  
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 
dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan 
kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. 
Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.Pada 
akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah 
disalurkan. 
3. Capital  
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan 
(neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi 
likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat 
dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 
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4. Colleteral 
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 
maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 
Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, 
maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 
5. Condition 
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 
sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta 
prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang 
dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga 
kemungkinan kredit itu bermasalah kecil. 
2.1.3.1. Faktor Penting Kebijakan Kredit 
 Menurut Rivai, (2006:97), faktor-faktor penting dalam kebijakan kredit 
adalah: 
a. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam 
pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. 
b. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah 
didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan 
yang jelas. 
c. Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan 
semua kegiatan perkreditan bank 
d. Untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan 
perkreditan yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang 
ditetapkan Bank Indonesia. 
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e. Kebijakan perkreditan perbankan dikatakan baik bila minimal kebijakan 
tersebut mencakup: 
1) Prinsip kehati-hatian perkreditan 
2) Organisasi dan manajemen perkreditan 
3) Kebijakan persetujuan perkreditan 
4) Dokumentasi dan administrasi 
5) Pengawasan kredit 
6) Penyelesaian kredit bermasalah 
2.1.3.2.  Prosedur Dalam Pemberian Kredit 
 Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara 
umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang 
menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang 
ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit 
secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman 
oleh suatu badan hukum.Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah 
untuk konsumtif atau produktif. 
1. Tahapan prakarsa dan analisa permohonan kredit 
Tahapan ini dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit, yang meliputi 
beberapa kegiatan berikut : 
a) Kegiatan prakarsa permohonan kredit. Kegiatan pada tahap ini antara 
lain adalah penerimaan permohonan kredit dari nasabah atau 
memprakarsai permohonan kredit, baik untuk permohonan kredit baru, 
perpanjangan kredit, perubahan jumlah kredit, perubahan syarat kredit, 
restrukturisasi maupun penyelesaian kredit. Permohonan kredit diajukan 
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secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank 
yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon/calon 
nasabah termasuk riwayat kreditnya pada bank lain (kalau ada). Pejabat 
pemrakarsa kredit selanjutnya kemudian melakukan kegiatan pencarian 
informasi selengkap-lengkapnya dari berbagai sumber mengenai pemohon. 
b) Kegiatan analisa dan evaluasi kredit. Dari data dan informasi yang 
diperoleh pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan evaluasi tingkat 
risiko kredit. Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang 
telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis kreditnya. Dalam 
analisa tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang identitas 
pemohon, tujuan permohonan kredit, dan riwayat hubungan bisnis dengan 
bank. Analisis kredit yang dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit 
meliputi analisis 5 C yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Analisa kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan 
mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, prospek usaha, karakter 
pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Analisa kuantitatif 
dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemohon untuk 
mengetahui usulan kredit yang dapat diterima atau ditolak. 
c) Perhitungan kebutuhan kredit. Perhitungan kebutuhan kredit 
dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kredit yang benar-benar 
dibutuhkan oleh pemohon, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 
kelebihan kredit yang penggunaannya diluar usaha atau terjadi kekurangan 
kredit sehingga usaha tidak berjalan. Apabila dipandang perlu untuk 
mengetahui kepastian kredit yang dibutuhkan pemohon, bank dapat 
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meminta studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan atas beban biaya 
pemohon. 
d) Pembagian risiko kredit. Dalam upaya mengurangi risiko kredit yang 
harus ditanggung, bank membagi risiko tersebut dengan perusahaan 
asuransi, yaitu dengan melakukan asuransi kredit,asuransi kerugian 
maupun asuransi jiwa debitur. 
e) Negoisasi kredit. Setelah kegiatan-kegiatan diatas, langkah berikutnya 
adalah menguji kekuatan, kelemahan dan identifikasi risiko yang 
merupakan kesimpulan dari seluruh analisa kredit. Kesimpulan tersebut 
harus mencakup hal-hal sebagai berikut: pejabat pemrakarsa dapat 
menyimpulkan bahwa usaha debitur yang akan dibiayai mempunyai 
kemampuan untu mengembalikan pinjaman, identifikasi risiko-risiko yang 
akan mengancam kelangsungan usaha pemohon atau merupakan titik kritis 
dari usaha yang akan dibiayai, serta melakukan antisipasi terhadap risiko-
risiko tersebut yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan kredit. Setelah 
langkah-langkah tersebut dilakukan selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit 
melakukan negoisasi dengan calon nasabah. 
2. Tahapan pemberian rekomendasi kredit 
Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat perekomendasi kredit 
berdasarkan analisa/evaluasi yang dibuat oleh pemrakarsa kredit. Dalam 
memberikan rekomendasi redit, pejabat perekomendasian dapat meminta 
kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari pejabat pemrakarsa kredit. 
Disamping itu juga pejabat perekomendasian kredit dapat juga melakukan 
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kunjungan ke lapangan untuk meyakinkan data/keterangan-keterangan yang telah 
disajikan akurat. 
3. Tahapan pemberian keputusan 
Pemberian putusan kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus 
kredit atau komite kredit yang diberikan kewenangan memutus kredit dari direksi 
bank.Sebelum memberikan putusan kredit pejabat pemutus kredit harus 
memeriksa dan meneliti kelengkapan paket kredit. 
4. Tahapan persetujuan pencairan kredit 
Pencairan kredit dapat dilakukan setelah intruksi pencairan kredit 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat administrasi kredit 
sebagai pembuat intruksi dan disetujui oleh pimpinan unit kerja yang 
bersangkutan. Adapun syarat untuk menerbitkan intruksi pencairan kredit adalah 
surat pencairan kredit dan surat perjanjian accessoir yang mengikutinya telah 
ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan, semua dokumen 
yang telah ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan telah diperiksa 
keabsahannya dan telah memberikan perlindungan bagi bank, serta semua biaya-
biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon. 
2.1.4.      LOAN TO DEPOSIT RATIO 
 Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit 
yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang 
disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu 
menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka akan 
menyebabkan bank tersebut rugi. 
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“ Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi 
jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 
masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2008:290)”.  
 
Rumus Loan to Deposit Ratio sebagai berikut: 
 
Loan To Deposit Ratio = ୎୳୫୪ୟ୦ ୏୰ୣୢ୧୲ ୷ୟ୬୥ ୢ୧ୠୣ୰୧୩ୟ୬
୎୳୫୪ୟ୦ ୈୟ୬ୟ ୔୧୦ୟ୩ ୏ୣ୲୧୥ୟ
 x  100% 
Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam 
kegiatan operasi bank, hal tersebut disebabkan karena dana yang dikelola bank 
sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan 
dapat ditarik sewaktu-waktu.  
“Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut memiliki sumber 
dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajibannya (Siamat, 
2005)”. 
 
Rasio LDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut apakah 
mampu membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya, 
serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan. Atau dengan kata lain 
seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi 
kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik 
kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit 
(Dendawijaya, 2003).  
“Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23/DPNP tanggal 31 Mei 
2004 Lampiran 1e, LDR dapat diukur dari perbandingan antara seluruh 
jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga”.  
 
“Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan 
bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang 
terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi (Kasmir, 
2004)”.  
Semakin tinggi LDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan 
asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah 
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kredit macetnya akan kecil). Kredit yang diberikan adalah kredit yang diberikan 
bank yang sudah ditarik atau dicairkan bank. Kredit yang diberikan tidak 
termasuk kredit kepada bank lain. 
“ Sedangkan yang termasuk dalam pengertian dana pihak ketiga adalah 
giro, deposito, dan tabungan (Sinungan, 2000). Berdasarkan ketentuan 
Bank Indonesia, besarnya standar nilai LDR menurut Bank Indonesia 
adalah antara 85%-100% (Dendawijaya, 2003)”. 
 
2.1.5.      NON PERFORMING  LOAN 
2.1.5.1.   Pengertian Non Performing Loan ( Kredit Bermasalah) 
 Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang bekaitan 
dengan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya 
kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan 
bank kepada debitur. Non Performing Loan adalah perbandingan antara total 
kredit bermasalah dengan total kredit yang di berikan kepada debitur. Bank 
dikatakan mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah 
lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu 
bank mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya 
pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin 
tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut. 
Dalam dunia perbankan, suatu kredit dapat dikategorikan dalam kredit 
bermasalah apabila: 
1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk , lebih dari 
90 hari  semenjak tanggal jatuh temponya; 
2. Tidak dilunasi sama sekali; atau 
26 
 
3. Diperlakukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan 
bunga yang tercantum dalam pemberian kredit. 
  Kelancaran debitur dalam membayar kewajibannya, yaitu pokok angsuran 
dan bunga, adalah sebuah keharusan. Karena bank merupakan lembaga 
intermediasi perbankan yang tugasnya menampung dan menyalurkan dana dari 
dan ke masyarakat. Sehingga pembayaran kredit oleh debitur merupakan sebuah 
keharusan agar kegiatan operasional bank tetap dapat berjalan dengan lancar. 
Apabila terjadi banyak penunggakan pembayaran kredit oleh debitur maka berarti 
bank tidak bisa mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkannya, dan hal 
ini tentu saja dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan bisa berefek pada 
penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat kesehatan bank merupakan 
hal yang penting yang harus diusahakan oleh manajemen bank. Pengelola bank 
diharuskan memantau keadaan kualitas aktiva produktif yang merupakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatannya (Harlen Butar-butar dan 
Aris Budi Setyawan). Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 
tingkat kolektibilitas kreditnya.  
“Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya 
terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan 
pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik 
ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan 
(Syahyunan, 2002)”.  
 
Bank sendiri sudah memiliki kriteria dalam memberi penilaian dan 
menggolongkan kemampuan debitur, dalam mengembalikan pembayaran pokok 
atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang 
diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR 
tahun 1998. Dalam surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, 
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yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Tingkat 
kolektibilitas kredit yang dianggap bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan 
operasional adalah kredit macet atau dikenal dengan Non Performing Loan (NPL) 
yang mana merupakan persentase kredit bermasalah (dengan criteria kurang 
lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan). 
Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya 
dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas dapat diartikan 
sebagai keadaan pembayaran kembali pokok, angsuran pokok atau bunga kredit 
oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan 
dalam surat berharga atau penanaman lainnya. Sedangkan tingkat kolektibilitas 
dapat dibedakan menjadi empat tingkat, yaitu apakah lancar, kurang lancar, 
diragukan, atau macet. Pembedaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi 
terjadinya suatu kerugian yang diakibatkan oleh adanya kredit yang tidak 
terbayarkan atau kredit bermasalah.  
“Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha 
bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang 
diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Oleh karena itu kemampuan 
pengelolaan kredit sangat diperlukan oleh bank yang bersangkutan 
(Sinungan, 2000)”. 
 
 Dalam penelitian ini digunakan rasio NPL dalam menunjukkan 
kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan 
bank tersebut.  Rasio NPL digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 
bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.  
“Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha 
bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau 
yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan 
oleh pihak bank kepada debitur, (Hasibuan, 2007)”.  
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“Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001 
Lampiran 14, NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit 
bermasalah terhadap total kredit yang diberikan”.  
 
NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap 
kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit 
bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh 
karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya. 
Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan 
dan macet. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, 
besarnya NPL yang baik adalah di bawah 5% 
 Kredit bermasalah (non performing loan) adalah suatu keadaan dimana 
nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya 
kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.  
“NPL ini dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang mengalami 
kesulitan pelunasan baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh 
debitur maupun factor ketidaksengajaan yang berasal dari faktor luar 
(Meydianawathi, 2006)”.  
 
Rasio Non Performing Loan (NPL) ini dapat diformulasikan sebagai 
berikut : 
 
ܰܲܮ ൌ ୏୰ୣୢ୧୲ ୆ୣ୰୫ୟୱୟ୪ୟ୦
୏୰ୣୢ୧୲ ୷ୟ୬୥ ୈ୧ୱୟ୪୳୰୩ୟ୬
 x 100% 
Bank yang mengalami peningkatan penyaluran kredit akan memiliki 
kemungkinan adanya Non Performing Loan yang meningkat sejalan dengan 
beban. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan modal bank. 
Selain besarnya beban operasional dan meningkatnya NPL yang dapat 
mempengaruhi pertumbuhan modal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi 
jumlah modal yaitu pembagian deviden yang tidak seimbang dengan laba ditahan 
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karena modal bersih bank mencerminkan jumlah dana yang akan disalurkan 
kembali kepada masyarakat (Budiawan, 2008). 
2.1.5.2.    Penggolongan Kualitas Kredit 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Tentang 
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan secara tegas penggolongan 
ditinjau dari segi kualitas kredit, maka kredit dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu:  
1. Lancar (pass), apabila memenuhi kriteria: 
a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan 
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau 
c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral). 
2. Dalam Perhatian Khusus (special mention), apabila memenuhi kriteria: 
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum 
melampaui 90 hari; atau 
           b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau 
           c. Mutasi rekening relatif aktif; atau 
           d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau 
           e. Didukung oleh pinjaman baru. 
3. Kurang Lancar (Substandard), apabila memenuhi kriteria: 
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 
melampaui 90 hari; atau 
b. Sering terjadi cerukan; atau 
c. Frekuensi rekening relatif rendah; atau 
d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau 
e. Terdapat indikasi masalah keuangan debitor; atau 
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f. Dokumentasi pinjaman lemah. 
4. Diragukan (doubtful), apabila memenuhi kriteria: 
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 
melampaui 180 hari; atau 
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau 
 c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau 
d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau 
  e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun 
pengikatan jaminan. 
5. Macet (loss), apabila memenuhi kriteria: 
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 
melampaui 270 hari; atau 
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau 
 c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 
pada nilai wajar. 
2.1.5.3    Penyebab Kredit Macet 
 Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit 
bermasalah, yaitu 
a. Faktor intern bank, meliputi: 
      1). Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis 
kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitor. Rendahnya 
kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama 
disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank 
(termasuk account officer) menjalankan tugas tersebut. Sedangkan 
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tumpulnya analisis kelayakan kredit seringkali terjadi karena pimpinan 
bank mendapat tekanan halus atau tidak dari pihak ketiga untuk 
meluluskan permintaan kredit, karena terjadi kolusi antara pimpinan bank 
dengan calon debitor, atau karena strategi pemberian kredit yang terlalu 
ekspansif. Strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif ini timbul, 
karena bank yang bersangkutan terlalu cepat menghimpun dana dari 
masyarakat (termasuk deposito), sehingga mendorong mereka untuk 
menerapkan strategi penyaluran kredit yang melebihi tingkat kewajaran. 
Kredit yang diberikan tanpa analisis kredit yang profesional, dari semula 
memang diragukan mutunya. Oleh karena itu, sejak diberikan kredit 
tersebut memang sudah membawa bibit masalah. 
2). Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan 
administrasi kredit. 
Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit, berakibat 
pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta 
perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitor secara 
cermat. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan tindakan koreksi 
apabila terjadi penurunan kondisi bisnis atau keuangan debitor atau 
terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian kredit. 
3). Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam 
keputusan pemberian kredit.  
Campur tangan pemegang saham yang berlebihan terhadap penerapan 
kebijaksanaan perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian kredit 
yang menyimpang dari asas perkreditan yang sehat. 
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4). Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna 
Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit. Apabila 
debitor tidak bersedia melunasi saldo kredit dan bunga yang tertunggak, 
bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasi pinjaman yang 
tertunggak. Apabila ikatan jaminan diadakan secara sempurna dan 
jaminan dapat dieksekusi dengan lancar, maka tunggakan pinjaman 
debitor dapat diselesaikan dengan cepat. Sebaliknya, apabila pengikatan 
jaminan tidak dilakukan dengan sempurna, hal tadi dapat mejadi sebab 
tunggakan pinjaman berkembang menjadi kredit yang harus dihapuskan. 
b. Faktor debitor, yaitu: 
 Debitor bank terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu perorangan dan 
perusahaan atau korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit 
sebagian besar berasal dari debitor perorangan (consumer debtors) adalah 
penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, honorarium, dan sebagainya. 
Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu 
akan mengganggu likuiditas keuangan mereka sehingga menyebabkan 
ketidaklancaran pembayaran bunga dan/atau cicilan kredit. Penyebab kredit 
bermasalah perorangan yang lain erat hubungannya dengan gangguan terhadap 
diri pribadi debitor, misalnya kecelakaan, sakit, kematian, dan perceraian. 
Sedangkan penyebab kredit korporasi bermasalah pada umumnya disebabkan 
karena salah arus (mis.management), dan atau kurangnya pengetahuan dan 
pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan, dan 
karena adanya penipuan (fraud). 
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c. Faktor Ekstern dari bank 
Penyebab kredit bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai factor 
ekstern antara lain adalah: 
1. Kegagalan usaha debitor, 
2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, 
3. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh 
debitor yang tidak   bertanggung jawab, dan 
4. Musibah yang menimpa perusahaan debitor. 
Secara garis besar, penyebab kredit macet adalah faktor eksternal dan 
internal. Tabel 2.1 merangkum berbagai penyebab kredit macet. 
Tabel 2.1 
Penyebab Kredit Macet 
Klasifikasi Kemungkinan Penyebab 
Faktor Eksternal 
Lingkungan Usaha Debitur 
Musibah (Kebakaran, Bencana Alam) Atau Kegagalan 
Usaha 
Persaingan antar Bank Tidak Sehat 
Faktor Internal 
Kebijakan Perkreditan yang Kurang Menunjang  
Kelemahan Sistem dan Prosedur Penilaian Kredit 
Pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang 
dari Prosedur 
Itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus dan 
pegawai Bank 
Sumber: Disarikan dari Djiwandono (1994) 
Kendati kredit macet telah banyak diidentifikasi, dalam praktek tidak 
muda mencari jalan keluarnya. Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah 
strategis untuk mengatasi kredit bermasalah., yaitu: (1) membantu perbankan 
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dalam menyelesaikan kredit bermasalah; (2) meningkatkan pembinaan bank 
bermasalah; (3) mencegah terjadinya kredit bermasalah di masa mendatang.Kredit 
bermasalah merupakan kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai bank, 
karena dengan adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya 
pendapatan bank, yang selanjutnya kemungkinan terjadinya penurunan laba. 
2.1.6.    Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet 
Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut upaya-upaya yang dapat 
dilakukan oleh pihak bank pada tahapan pertama adalah upaya penyelamatan 
kredit, dengan syarat apabila bank mempunyai keyakinan bahwa usaha nasabah 
masih mempunyai prospek untuk berkembang. Yang dimaksud dengan upaya-
upaya bank yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya bank untuk 
melancarkan kembali kredit yang telah tergolong ‘tidak lancar’, ‘diragukan’, atau 
bahkan telah tergolong ‘macet’ untuk dikembalikan menjadi ‘kredit lancar’, 
sehingga debitor kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada bank, 
baik bunga maupun pokoknya 
Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan 
kredit bermasalah jika diperkirakan prospek usaha masih baik adalah dengan cara 
3 R,yaitu: 
a.) Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu upaya penyelamatan 
kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit 
yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka 
waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran 
maupun tidak. 
1.  Memperpanjang jangka waktu kredit 
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Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah 
jangka waktu kredi tmisalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 
bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang 
lebih lama untuk mengembalikannya. 
2.  Memperpanjang jangka waktu angsuran 
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu 
kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang 
pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini 
tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan 
penambahan jumlah angsuran. 
b) Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu upaya penyelamatan 
kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh 
syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya pada perubahan 
jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan 
tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan 
konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity 
perusahaan. Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada 
seperti; 
a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. 
b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.  
Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, 
maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, 
sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 
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c. Penurunan suku bunga.  
Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban 
nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 
20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan 
yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah 
angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu 
meringankan nasabah. 
d. Pembebasan bunga. 
Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan 
pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit 
tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk 
membayar pokok pinjamannya sampai lunas. 
c) Penataan kembali (Restructuring), yaitu upaya penyelamtan dengan 
melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian 
tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian 
dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan 
dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning.  
a. Dengan menambah jumlah kredit 
b. Dengan menambah equity Yaitu dengan:  
- Dengan menyetor uang tunai 
- Tambahan dari pemilik 
d). Kombinasi,  Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. 
e). Penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila 
nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak 
mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. 
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2.2.      Kajian Empiris 
 Himaniar Triasdini (2010) menunjukkan pengaruh CAR, NPL, dan ROA 
terhadap penyaluran kredit modal kerja, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
NPL mempunyai hubungan yang erat dengan penyaluran kredit perbankan. Pada 
saat tingkat NPL meningkat berarti tingkat kolektibilitas kredit dari nasabah akan 
menurun yang menyebabkan bank mengalami hambatan dalam mengumpulkan 
modalnya dan bank akan lebih berhati-hati. 
Nur Ariani Aqidah (2010) menunjukkan kebijakan pemberian kredit dan 
pengaruh loan to deposit ratio terhadap  non performing loan pada Bank 
Tabungan Negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian kredit 
pada Bank tabungan Negara sudah sesuai dengan teori kebijakan pemberian  
kredit dan terdapat pengaruh loan to deposit ratio terhadap non performing loan. 
Rita rosmilia (2009) menunjukkan pelaksanaan penyelesaian kredit 
bermasalah (non performing loan ) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk.Cabang Semarang Pattimura. Penelitian ini menunjukkan prosedur dan 
pelaksanaan pemberian kredit, faktor penyebab kredit bermasalah dan cara-cara 
penyelesaian kredit bermasalah.  
Chandra dewi (2009) menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
strategi pemberian kredit dan dampaknya terhadap non performing loan pada BPR 
Propinsi Jawa Tengah, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberian 
kredit sangat berpengaruh signifikan terhadap non performing loan.  
Budiawan (2008), Melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyaluran kredit pada BPR. Variabel dependennya adalah 
penyaluran kredit itu sendiri, sedang variabel independennya adalah tingkat suku 
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bunga, kredit non lancar, tingkat kecukupan modal, dan jumlah simpanan 
masyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah tingkat suku 
bunga berpengaruh negatif dan signifikan, NPL memiliki hubungan yang negatif 
dan tidak signifikan yaitu tidak mempengaruhi penyaluran kredit, tingkat 
kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan, jumlah simpanan 
berpengaruh positif dan signifikan. 
Kurniasari (2007) menunjukkan analisa pengaruh efisiensi dan penyaluran 
dana kredit terhadap kredit bermasalah pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 
di Indonesia, dimana rasio-rasio yang digunakan yaitu rasio Beban Operasional 
Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non 
Performing Loan (NPL).Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO dan LDR 
mempunyai pengaruh signifikanterhadap Non Performing Loan. 
Fransisca dan Hasan Sakti Siregar (2007), Penelitian yang dilakukan adalah 
mengenai pengaruh faktor internal bank terhadap volume kredit pada bank yang 
Go Public di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah dana pihak 
ketiga ketiga, CAR, ROA, NPL. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut 
adalah dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif terhadap volume 
kredit, CAR menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dan tidak dapat 
digunakan untuk memprediksi volume kredit, ROA mempunyai hubungan yang 
positif terhadap volume kredit, dan NPL juga tidak dapat digunakan untuk 
memperediksi volume kredit. 
2.3.      KERANGKA PIKIR 
Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka pikir 
mengenai analisis kebijakan pemberian kredit terhadap Non Performing Loan 
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pada PT.Bank Tabungan Negara (persero),Tbk Cabang Makassar secara 
sistematis pada gambar berikut: 
 Gambar 2.1. 
         Kerangka Pikir  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sumber : Peneliti 2012 
Dari model penelitian di atas dapat dilihat bahwa variabel terdiri atas 
variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari kebijakan 
pemberian kredit. Untuk, variabel terikat terdiri atas non performing Loan.   
“Menurut Rivai (2005:97) ketentuan kebijakan kredit perlu ditetapkan agar 
setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan kredit yang baik”. 
 
 Hal ini disebabkan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. 
Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan 
pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang sehat. Dengan 
adanya kebijakan pemberian kredit yang diterapkan akan menjadi tolak ukur 
terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan perkreditan 
diterapkan untuk mengatasi kemungkinan risiko kredit yang bermasalah dan 
memperoleh tingkat Non Performing Loan yang rendah di masa yang akan 
datang. 
Kebijakan Pemberian Kredit 
PT. Bank Tabungan Negara 
(persero),Tbk Cab.Makassar 
Penyaluran Dana 
Masyarakat (kredit) 
Non Performing Loan 
1. Lancar 
2. Khusus 
3. Kurang Lancar 
4. Diragukan  
5. Macet 
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Salah satu kebijakan pemberian kredit yang harus ada pada setiap bank 
yaitu kebijakan dalam penyelamatan kredit bermasalah (non performing loan). 
Kebijakan ini perlu dalam suatu bank karena hal ini akan berdampak pada seluruh 
aspek pada suatu bank. Kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi kemungkinan 
risiko kredit yang bermasalah dan memperoleh tingkat Non Performing Loan 
yang rendah di masa yang akan datang.  Non Performing Loan adalah suatu 
keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh 
kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya, pembayaran yang 
dilakukan tersendat-sendat, sulit untuk memperoleh pelunasan, bahkan tidak dapat 
ditagih. 
2.4.   Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 
1. Diduga bahwa kebijakan pemberian kredit pada PT.Bank Tabungan Negara 
(persero), Tbk Cabang Makassar, sudah sesuai berdasarkan kebijakan 
perbankan. 
 2. Diduga bahwa pemberian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), 
Tbk Cabang Makassar memiliki pengaruh yang signifikan  kuat terhadap Non 
Performing Loan. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1.      Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cab. 
Makassar yang berlokasi di Jalan Kajaolalido No. 4 Makassar. 
3.2.      Jenis dan Sumber Data 
3.2.1. Jenis Data 
Jenis Data Yang digunakan : 
1. Data Kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data-data yang non-
angka seperti hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku yang terkait 
dengan  penelitian. 
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa 
angka, dalam hal ini data yang merupakan laporan keuangan PT Bank 
Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang Makassar. 
3.2.2. Sumber Data Yang Digunakan : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan 
mengadakan wawancara langsung pada perusahaan sebagai obyek 
penelitian. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari luar perusahaan berupa 
buku-buku, majalah, dan literature yang berkaitan erat dengan masalah 
yang dibahas. 
3.2.3      Metode dan Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
sebagai berikut: 
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1.   Penelitian Pustaka (Library Research), Metode pengumpulan data 
dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur karya 
ilmiah, majalah dan buku-buku yang menyangkut teori-teori yang 
relevan dengan masalah yang dibahas. 
2.  Penelitian lapangan, Metode pengumpulan data yang dilakukan dilokasi 
(obyek penelitian) secara langsung, maupun di tempat lain yang 
kaitannya dengan pokok pembahasan. 
  Penelitian lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Wawancara, Metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan 
Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan 
guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam 
penelitian. 
b. Observasi, Metode pengumpulan data dengan cara melakukan 
pengamatan langsung pada obyek yang diteliti sehingga diperoleh 
gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 
3.3.   Identifikasi Variabel Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui “Analisis Kebijakan 
Pemberian Kredit Terhadap Non Performing Loan pada PT.Bank Tabungan 
Negara (persero), Tbk Cabang Makassar”. Untuk kebijakan pemberian kredit 
digunakan prinsip prinsip 5C yaitu: 
a. Character 
b. Capacity 
c. Capital 
d. Collateral 
e. Condition 
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 Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian Kredit 
(loan to deposit ratio) dengan  non performing loan  digunakan dua variabel. 
Adapun variabel tersebut adalah : 
1. Variabel bebas (Independent Variable) adalah variabel yang 
mempengaruhi variabel tidak bebas/terikat. Dalam penelitian ini variabel 
bebasnya adalah pemberian  kredit (Loan To Deposit Ratio). Variabel ini 
diberi simbol X. 
2.  Variabel terikat (Dependent Variable) adalah variabel yang dipengaruhi 
oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah non 
performing loan. Variabel ini diberi simbol Y. 
3.4.    Definisi Operasional Variabel 
Tabel berikut ini menggambarkan penjabaran dari variabel-variabel 
penelitian dalam konsep dan indikator-indikator yaitu: 
Tabel 3.1 
Definisi Opersional Variabel 
Jenis 
Variabel 
Konsep Indikator Skala 
Kebijakan 
Pemberian 
Kredit 
 
Adapun prinsip 5 C, yaitu: 
a. Character, yaitu: Suatu 
keyakinan bahwa sifat atau watak 
dari orang-orang yang akan 
diberikan kredit benar-benar 
dapat dipercaya, hal ini tercermin 
dari latar belakang si nasabah 
baik dari pekerjaan maupun yang 
bersifat pribadi 
b. Capacity, yaitu : Untuk melihat 
nasabah dalam kemampuannya 
dalam bidang bisnis yang 
dihubungkan 
denganpendidikannya. 
c. Capital, yaitu : Untuk melihat 
penggunaan modal apakah 
efektif, dilihat laporan keuangan 
(neraca dan laporan laba rugi) 
dengan melakukan pengukuran 
 
Tolak ukur PT 
Bank Tabungan 
Negara(persero), 
Tbk Cabang 
Makassar 
 
Analisis 
Deskriptif 
44 
 
d. Collateral, yaitu : Merupakan 
jaminan yang diberikan calon 
nasabah baik yang bersifat fisik 
maupun non fisik. Jaminan 
hendaknya melebihi jumlah kredit 
yang diberikan 
e. Condition, yaitu: Dalam 
menilai kredit hendaknya juga 
dinilai kondisi ekonomi dan 
politik sekarang dan dimasa yang 
akan datang sesuai sektor masing-
masing, serta prospek usaha dari 
sektor yang ia jalankan. 
  
Non 
Performing 
Loan 
(Y) 
Kredit bermasalah (non 
performing loan) adalah suatu 
keadaan dimana nasabah sudah 
tidak sanggup membayar 
sebagian atau seluruh 
kewajibannya kepada bank 
seperti yang telah 
diperjanjikannya 
NPL = 
Persentase 
Non 
Performing 
Loan 
Rasio 
Loan To 
Deposit 
Ratio 
 (x) 
Loan to Deposit Ratio 
merupakan rasio untuk 
mengukur komposisi jumlah 
kredit yang diberikan 
dibandingkan dengan jumlah 
dana yang masyarakat yang 
digunakan. 
LDR= 
Persentase Loan 
To Deposit Ratio 
Rasio 
Sumber : Peneliti 2012 
3.5.  Teknik Analisis Data 
Data dan informasi yang diperoleh dari perusahaan yang berhubungan 
dengan penelitian ini dianalisis agar dapat memecahkan masalah dan 
membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diajukan sebelumnya dengan 
menggunakan teknik analisis sebagai berikut : 
3.5.1.       Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis kebijakan pemberian 
kredit pada PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk Cabang Makassar. Analisis 
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deskriptif adalah analisis yang mengacu pada deskripsi kondisi perusahaan dan 
hasil wawancara yang penulis lakukan kemudian dari analisis yang dilakukan 
ditarik sebuah kesimpulan. 
3.5.2   Analisis Regresi Sederhana 
Peneliian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variabel 
independen (Loan to Deposit Ratio) terhadap variabel dependen (Non Performing 
Loan) dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan rumus : 
Y^  =  a  +  bx 
Untuk mendapatkan nilai a dan b digunakan rumus sebagai berikut: 
              b = ୬ሺ!∑୶୷ሻିሺ∑୶ሻሺ∑୷ሻ
୬ ሺ∑୶మሻିሺ∑୶ሻଶ
 
 
a = ሺ∑୷ሻሺ∑୶
మሻషሺ∑୶ሻሺ∑୷ሻ
୬∑୶మି ሺ∑୶ሻଶ
 
 
     Dimana : 
     X = Loan to Deposit Ratio dalam persentase 
     Y = Non Performing Loan dalam persentase 
      a = penduga bagi intercept (α) 
      b = penduga bagi koefisien regresi (β) 
      n = jumlah periode sampel (laporan keuangan) 
3.5.3   Analisis Koefisien Korelasi 
Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variable 
independen (Loan To Deposit Ratio) terhadap variabel dependen (Non Performing 
Loan) dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan rumus : 
r = ୬∑௫௬ି∑௫.∑௬
ඥሼ୬∑௫మିሺ∑௫ሻమሽ.ሼ୒∑௥మሻିሺ∑௬ሻమሽ
 
koefisien determinan (ݎଶሻ digunakan untuk mengetahui seberapa besar  
pengaruh variable yang satu dengan yang lainnya. 
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Interpretasi tingkat r 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00-0,199 Sangat Rendah 
0,20-0,399 Rendah 
0,40-0,599 Sedang 
0,60-0,799 Kuat 
0,80-1,000 Sangat Kuat 
Sumber  : Sugiyono, 2008:124. 
3.5.4       Uji Koefisien Determinasi (r2) 
    Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat. Nilai r2 terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ r2 ≤ 1). 
Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan nilai koefisien deteminasi ini 
diformulasikan sebagai berikut: 
               Kd = r2 x 100%  
Kd = koefisien determinasi 
r2 = jumlah kuadrat dari koefisien korelasi 
3.5.5  Pengujian Hipotesis 
3.5.5.1  Pengujian Secara Simultan ( Uji F ) 
    Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah 
variabel bebas berpengaruh secara signifikan  atau tidak terhadap variabel 
terikat (Ghozali,2005). Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel 
bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F 
sebagai berikut:  
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a. Merumuskan Hipotesis (Ha)  
Ha diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
independen terhadap variabel dependen secara simultan.  
b. Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05 (α=0,05)  
c. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel  
Nilai F hitung dapat dicari dengan rumus (Gujarati, 1999):  
ܨ௛௜௧௨௡௚ ൌ
ܴଶ
ሺ݇ െ 1ሻൗ
ሺ1 െ ݎଶ
ሺ݊ െ ݇ሻ൘
 
dimana:  
R2 = Koefisien Determinasi  
K = Banyaknya koefisien regresi  
N = Banyaknya Observasi  
1. Bila Fhitung < Ftabel, variabel bebas secara bersama-sama tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen.  
2. Bila Fhitung > Ftabel, variabel bebas secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen.  
d. Berdasarkan Probabilitas  
Dengan menggunakan nilai probabilitas, Ha akan diterima jika 
probabilitas kurang dari 0,05  
e. Menentukan nilai koefisien determinasi, dimana koefisien ini 
menunjukkan seberapa besar variabel independen pada model yang 
digunakan mampu menjelaskan variabel dependennya.  
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3.5.5.2    Pengujian Secara Parsial  ( Uji-t ) 
   Uji-t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Loan 
to Deposit Ratio) terhadap variabel dependen (Non Performing Loan). Adapun 
langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji-t ini yaitu: 
1).   Merumuskan hipotesis 
H0 : Tidak terdapat pengaruh dan kontribusi yang signifikan antara Loan to 
Deposit Ratio terhadap Non Performing Loan pada PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar. 
Ha : Terdapat pengaruh dan kontribusi yang signifikan antara Loan to Deposit 
Ratio terhadap Non Performing Loan pada PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk Cabang Makassar. 
2)   Menentukan tingkat signifikasi (α) dengan degree of freedom (df) dengan 
rumus    n – k – 1 dengan tujuan untuk menentukan  Ttabel. 
3)    Menentukan  t hitung dengan rumus : 
        Dimana : 
        t = nilai thitung 
        r = nilai koefisien korelasi 
       ݎଶ = jumlah kuadrat dari koefisien korelasi 
       n = jumlah periode sampel (laporan keuangan) 
4)   Membandingkan hasil thitung dengan ttabel dengan kriteria sebagai berikut : 
       H0 ditolak, Ha diterima jika thitung > dari tabel 
       H0 diterima, Ha ditolak jika thitung ≤ dari tabel 
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BAB IV 
  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
4.1.  Sejarah Berdirinya PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk  
Awal sejarah berdirinya BTN dimulai sejak Belanda menginjakkan 
kakinya pertama kali di Indonesia. Puncak dari perjuangan BTN dalam 
memperjuangkan keberadaannya itu pada tahun 1897. Para pelaku dalam 
pengembangan BTN pada saat itu yakin bahwa tahun itulah sebagai puncak dari 
cikal bakal berdirinya BTN. Hal ini didasari oleh adanya Koninklijk Besluit No. 
27 di Hindia Belanda yang menyatakan adanya pendirian Postpaarbank ini 
berkedudukan di Batavia. Pendirian Postpaarbank tersebut mempunyai tujuan 
antara lain untuk mendidik masyarakat pada saat itu agar gemar menabung.  
Pada tahun 1942, Jepang memasuki Indonesia dan secara resmi mengambil 
alih kekuasaan Belanda di Indonesia dan Postpaarbank yang merupakan bank 
karya colonial Belanda dibekukan. Sebagai gantinya pemerintah Jepang 
mendirikan Tyokin Kyoku. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, maka Tyokin 
Kyoku diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan namanya diubah menjadi 
Kantor Tabungan Pos atau disingkat KTP. Pembentukan KTP pada saat iti 
diprakarsai oleh Bapak Darmoesoesanto selaku direktur pertama KTP. 
Pada tahun 1946 terjadi Agresi Militer Belanda dan berhasil menduduki 
kantor-kantor cabang KTP yang tersebar di Indonesia. Namun Agresi Belanda 
tidak berlangsung lama dan pada tahun 1949 pemerintah RI membuka kembali 
KTP sekaligus mengganti nama KTP menjadi Bank Tabungan Pos Republik 
Indonesia. Usai dikukuhkannya Bank Tabungan Pos RI sebagai satu-satunya 
lembaga tabungan di Indonesia, pada tahun 1950 kemudian pemerintah mengganti 
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namanya menjadi Bank Tabungan Pos. Selanjutnya dalam perjalanannya BTN 
merupakan sebuah unit dari Bank Negara Indonesia, dimana saat itu BTN masuk 
ke dalam Unit V. Karena sebagai sebuah unit dari Bank Negara Indonesia, maka 
pada saat itu BTN sempat kehilangan kekuasaan dan wewenang. Hal ini patut 
dimaklumi karena BTN langsung ditempatkan di bawah kekuasaan urusan Bank 
Sentral masa itu, sementara BTN hanya dipimpin oleh seorang Direktur 
Koordinator yang sangat sulit dalam pengembangannya. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1963 Lembaran Negara 
Republik Indonesia No. 62 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, maka resmi sudah 
nama Bank Tabungan Pos diganti namanya menjadi Bank Tabungan Negara. 
Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965, seluruh 
Bank Umum Milik Negara termasuk Bank Tabungan Negara beralih statusnya 
menjadi Bank Tunggal Milik Negara, yang pada akhirnya berdasarkan Undang-
Undang No 20 tahun 1998 yang sebelumnya diprakarsai dengan Undang-Undang 
Darurat No. 50 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 resmi sudah status Bank 
Tabungan Negara sebagai salah satu bank milik negara dengan tugas utama saat 
itu untuk memperbaiki perekonomian rakyat melalui penghimpunan dana 
masyarakat terutama dalam bentuk tabungan. Kemudian sejarah BTN mulai diukir 
kembali dengan ditunjuknya oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari 
1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974 sebagai wadah 
pembiayaan proyek perumahan rakyat. 
Pada tahun 1989 Bank BTN beroperasi sebagai bank umum dan mulai 
menerbitkan obligasi. Pada tahun 1992 status hukum Bank BTN berubah menjadi 
perusahaan perseroan. Bank BTN selanjutnya mendapat ijin sebagai Bank Devisa 
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pada tahun 1994. Kemudian sekuritisasi aset Bank BTN menjadi bank pertama di 
Indonesia yang melakukan pendaftaran transaksi Kontrak Investasi Kolektif Efek 
Beragun Aset (KIK EBA) di Bapepam yang kemudian dilakukan dengan 
pencatatan perdana dan listing transaksi tersebut di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2009. 
4.2.     Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk 
Sebagai pedoman dalam mengelola usahanya, Direksi Bank BTN telah 
menetapkan Visi dan Misi Bank BTN yang wajib diketahui, dihayati, dan 
diamalkan oleh setiap pegawai. Adapun visi dan misi Bank BTN ialah sebagai 
berikut: 
Visi 
Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan 
mengutamakan kepuasan nasabah. 
Misi 
1. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri 
terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah. 
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan 
produk, 
jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini. 
3.  Menyiapkan dan mengembangkan Human Capital yang berkualitas, 
profesional dan memiliki integritas tinggi. 
4. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip 
kehatihatian dan good corporate governance untuk meningkatkan 
Shareholder Value. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian ini merupakan gambaran atas hasil yang diperoleh dalam 
penelitian yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Dan juga 
termasuk data laporan keuangan, data‐data produk perusahaan di mana data ini 
mengacu pada analisis  kebijakan pemberian kredit pada PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Cabang Makassar dan  hasil wawancara penulis. 
5.1. Analisis Deskriptif tentang Kebijakan Pemberian Kredit PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Makassar  
Analisis deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa kebijakan 
pemberian kredit yang diterapkan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk 
Cabang Makassar. Bank BUMN ini fokus bisnisnya adalah pembiayaan 
perumahan baik yang subsidi maupun non subsidi. Pada Bank BTN, kredit terdiri 
atas dua macam, yaitu Consumer Loan dan Commercial Loan. Dengan fokus 
bisnis seperti itu maka sangat penting untuk mengetahui kebijakan pemberian 
kredit yang diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cab. 
Makassar. Berikut ini adalah produk‐produk kredit yang ditawarkan oleh PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Cab. Makassar: 
1.  Kredit Consumer Loan, terdiri dari, yaitu: 
a) KREDIT GRIYA UTAMA (KGU) 
Kredit ini diperuntukkan bagi pembelian rumah. Rumah yang dibeli bisa 
rumah baru ataupun rumah lama. Kredit ini ditujukan bagi Warga Negara 
Indonesia dengan syarat usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki 
penghasilan yang menurut Bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran 
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angsuran sampai dengan kredit lunas dan memiliki pekerjaan tetap atau 
menjalankan usaha sendiri minimal 1 tahun. 
Fitur Produk 
a. Jangka waktu maksimal 15 tahun dan tidak melebihi umur sertifikat 
minus 1 tahun dan pada saat lunas usia pemohon maksimal 65 tahun 
b. Sistem Bunga anuitas 
c. Provisi 1% 
d. Administrasi Rp. 250.000,‐ 
e. Maksimal kredit s/d 90% harga jual setelah diskon atau harga pasar 
wajar berdasarkan taksasi appraisal (90 % untuk kolektif, 80% untuk 
non kolektif 
f. Maksimal Angsuran/bulan sebesar 70% dari penghasilan bersih setelah 
dipotong biaya hidup 
g. Asuransi Jiwa kredit dan Asuransi Kebakaran 
Suku Bunga 
Plafond kredit Suku Bunga 
≤ 75 juta 12.50% 
> 75 juta s/d ≤ 150 juta 12.00 % 
> 150 juta s/d ≤ 350 juta 11.25 % 
> 350 juta 10.75 % 
b) KREDIT PEMILIKAN RUKO/KP‐RUKO 
Peruntukan Pembelian 
1. Rumah Toko                                     3. Rumah Kantor 
2. Rumah Usaha                                    4. Kios 
54 
 
Fitur 
a. Nilai Kredit Bebas 
b. Jangka waktu maksimal 15 tahun, tidak melebihi umur sertifikat minus 
1 tahun dan pada saat lunas usia debitur tidak melebihi 65. 
c. Sistem Bunga anuitas 
d. Provisi 1% 
e. Maksimal kredit s/d 70% 
f. Maksimal Angsuran/bulan sebesar 70% dari penghasilan bersih setelah 
dipotong biaya hidup 
g. Asuransi Jiwa & Kebakaran 
Suku Bunga 13.25% 
c) KRING BATARA PAYROLL 
Peruntukan 
Kredit bagi karyawan dari perusahaan/instansi pengguna jasa payroll 
Fitur 
a. Jangka Waktu Kredit 1 th s/d 5 tahun 
b. Maksimal Kredit Rp. 5 juta s/d Rp. 100 juta. 
c. Maksimal Angsuran 70% penghasilan bersih pemohon (penghasilan – 
biaya hidup rutin) 
d. Sistem Bunga flat 
e. Pembayaran angsuran melalui AFT 
f. Dokumen Jaminan berupa Asli SK Pengangkatan 
g. Masa kerja minimal 5 tahun 
Suku Bunga 
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Jangka Waktu Suku Bunga 
1 tahun 9.50 % 
2‐3 tahun 9.75 %                                         4‐5 tahun 10.25 % 
d) KRING BATARA TANPA PAYROLL 
Peruntukan 
Kredit bagi karyawan dari perusahaan/instansi dengan pembayaran 
angsuran secara kolektif potong gaji. 
Fitur 
a. Jangka Waktu Kredit 1 th s/d 5 tahun 
b. Maksimal Kredit Rp. 5 juta s/d Rp. 100 juta , ≤ 5 x gaji 
c. Maksimal Angsuran 70% penghasilan bersih pemohon (penghasilan – 
biaya hidup rutin) 
d. Sistem Bunga flat 
e. Provisi 1%, KC diberikan wewenang memberikan keringanan 50% 
f. Pelunasan dipercepat 1% (kecuali pengajuan kembali) 
g. Pembayaran angsuran melalui Kolektif Potong Gaji 
h. Dokumen Jaminan berupa Asli SK Pengangkatan 
i. Masa kerja minimal 5 tahun 
Suku Bunga 
Jangka Waktu Suku Bunga 
1 tahun 10.50 % 
2‐3 tahun 10.75 %                           4‐5 tahun 11.25 % 
e) KREDIT GRIYA MULTI 
Peruntukan 
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Diperuntukkan bagi calon debitur dengan tujuan untuk memenuhi segala 
keperluan debitur 
Fitur 
a. Nilai Kredit Bebas 
b. Jangka waktu maksimal 10 tahun, tidak melebihi umur sertipikat minus 
1 tahun dan pada saat lunas usia debitur tidak melebihi 65 
c. Sistem Bunga anuitas 
d. Provisi 1% 
e. Maksimal kredit 
- 75% (rumah tinggal) 
- 60% (apartemen,ruko dll) 
f. Maksimal Angsuran 
- 70% sisa penghasilan bersih – biaya hidup (kolektif) 
- 50% sisa penghasilan bersih – biaya hidup (non kolektif) 
g. Jangka waktu maksimal 10 tahun 
h. Asuransi Jiwa & Kebakaran 
i. Biaya proses dapat dimasukkan dalam Maks Kredit kecuali provisi 
j. Persyaratan Agunan 
k. Obyek agunan adalah tanah dan bangunan 
l. Sertipikat atas nama sendiri atau pasangan atau anak pemohon (ybs 
harus hadir pada saat akad kredit dan menandatangani APHT) 
m. Tanah tidak dalam sengketa/disewakan 
n. Legalitas minimal HGB / Hak Pakai 
o. IMB 
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p. APHT 
q. Agunan diluar lingkungan perumahan disayaratkan: jalan lingkungan 
dapat dilalui kendaraan roda empat 
r. Dalam hal luas bangunan tidak sesuai dengan IMB, penilaian sesuai 
dengan kondisi fisik dengan syarat : 
1. Perluasan masih dalam areal sertipikat yang diagunkan dan tidak 
merusak Lingkungan 
2. Penilaian agunan : 
   ‐ Kondisi fisik (perumahan) 
   ‐ Sesuai IMB (diluar perumahan) 
3. Wajib mengurus IMB baru dengan batas waktu sesuai ketentuan 
Suku Bunga 13.50 % 
f) KREDIT SWAGRIYA 
Peruntukan 
Diperuntukkan bagi calon debitur yang akan membangun rumah di atas tanah 
milik sendiri. 
Maksimal Kredit 
70% dari taksasi bank terhadap biaya pembangunan rumah (RAB) dengan syarat 
telah ada prestasi bangunan minima 30% atau dana diblokir senilai 30% RAB. 
Persyaratan 
1. Status tanah minimal HGB 
2. Luas bangunan minimal 36 m2 
3. Jangka waktu kredit maks. 10 tahun 
4. Jangka waktu pembangunan maks.6 bulan 
Suku Bunga 13.75 % 
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g) KREDIT SWADANA 
Peruntukan 
Nasabah yang memerlukan dana yang segera sementara nasabah tidak 
menginginkan posisi deposito/tabungannya berkurang untuk jangka waktu 
tertentu atau depositonya belum jatuh tempo. 
 Fitur  
a. Agunan Deposito /Tabungan 
b. Maksimal Kredit 90% dari agunan 
c. Jangka Waktu 1 s/d 12 bulan 
d. Bunga Efektif, 2% diatas bunga simpanan 
Provisi Kredit : 
1. 0.5% dari maksimal kredit (JW ≤ 6 bulan) 
2. 1 % dari maksimal kredit ( JW >6 bulan) 
Denda 1.5% dari tunggakan 
Suku Bunga 2 % diatas suku bunga agunan 
h) KPR BERSUBSIDI (KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera 
Susun) 
Kredit yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk 
pembelian rumah (rumah susun) yang dibeli dari pengembang. 
a. Maksimal Angsuran tidak melebihi 1/3 kali gaji 
b. Sistem Bunga anuitas 
c. Provisi Kredit 0.5% dari plafon kredit 
d. Jangka waktu maksimal 20 tahun 
e. Sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan tetap dan tidak tetap 
dengan maksimal penghasilan Rp. 2.500.000,‐ baru pertama kali memiliki rumah 
dan menerima subsidi. 
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Suku Bunga 
a. KPR Sejahtera Tapak 
Plafond Kredit                            Suku Bunga 
50 juta                                               8.15 % 
60 juta  8.25 % 
70 juta               8.35 % 
80 juta               8.50 % 
b. KPR Sejahtera Susun 
Plafond Kredit         Suku Bunga 
90 juta     9.25 % 
90 – 100 juta     9.35 % 
100 – 110 juta     9.50 % 
110 ‐ 120 juta     9.65 % 
120 – 130 juta     9.80 % 
130 – 135 juta     9.95 % 
i) PUMP‐KB JAMSOSTEK 
Fitur 
a. Maksimal Kredit Rp. 20 juta 
b. Jangka Waktu maksimal 10 tahun 
c. Bunga 6% (fixed) 
d. Sistem Bunga Anuitas 
Syarat Debitur 
1. Peserta Jamsostek minimal 1 tahun 
2. Belum memiliki rumah 
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3. Belum pernah menerima PUM KB dari Jamsostek 
4. Maksimal Gaji Rp. 4.5 juta 
Peruntukan 
Pinjaman yang diberikan oleh PT. Jamsostek melalui Bank kepada Peserta 
Jamsostek yang memenuhi persyaratan dengan maksud membantu 
menyediakan sebagian uang muka KPR untuk mendapatkan KPR dari 
Bank 
Syarat Debitur 
a. Bank BTN Cabang melakukan analisa PUMP‐KB bersamaan dengan 
analisa KPR yang diajukan peserta Jamsostek 
b. Setelah dilakukan analisa, diterbitkan SP3K dan dilanjutkan dengan 
Akad Kredit PUMP‐KB dan KPR 
Suku Bunga 6.00 % 
2.Kredit Commersial Loan terdiri dari, yaitu : 
a) KREDIT PEMILIKAN APARTEMEN/KPA 
Peruntukan 
1. Membeli apartemen jadi (baru/bekas) 
2. Membeli apartemen belum jadi/KPA indent 
3. Mengambil alih apartemen dari bank lain (take over) 
Fitur 
a. Jangka waktu maksimal 15 tahun dan tidak melebihi umur sertifikat 
minus 1 tahun dan pada saat lunas usia pemohgon tidak melebihi 65 tahun 
b. Sistem Bunga anuitas 
c. Provisi 1% 
61 
 
d. Administrasi Rp. 250.000,‐ 
e. Maksimal kredit s/d 90% harga jual setelah diskon 
f. Maksimal Angsuran/bulan sebesar 70% dari penghasilan bersih setelah 
dipotong biaya hidup (termasuk memperhitungkan sinking fund dan 
service charge) 
g. Asuransi Jiwa kredit dan Asuransi Kebakaran 
Suku Bunga 
Plafond kredit Suku Bunga 
≤ 75 juta 13.50% 
> 75 juta s/d ≤ 150 juta 12.75 % 
> 150 juta s/d ≤ 350 juta 11.50 % 
> 350 juta 11.00 % 
b)    KREDIT USAHA RAKYAT 
Kredit untuk membiayai usaha produktif yang sifatnya feasible tapi tidak 
bankable. 
Fitur 
a. Maksimal Kredit Rp. 500 juta 
b. Jangka Waktu maksimal 3 tahun (Untuk Modal Kerja) dan 5 tahun   
(Untuk Investasi) 
c. Bunga 14.00 % 
d. Sistem Bunga Efektif 
Syarat Debitur 
1. Usaha berjalan minimal 1 tahun 
2. Legalitas Usaha 
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3. Belum pernah memiliki kredit di bank manapun 
Suku Bunga 14.00 %. 
Sebelum kredit diberikan kepada calon debitur, PT.Bank Tabungan Negara 
(persero), Tbk Cab.Makassar melalui account officer menganalisis sejauh mana 
kemampuan calon debitur dalam membayar pokok pinjaman ditambah dengan 
biaya bunga atas pinjaman yang diberikan dengan mengacu pada prinsip 5 C dan 
syarat‐syarat yang telah ditetapkan pada masing‐masing produk kredit. 
5.1.1. Kebijakan Pemberian Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara 
Cab.Makassar dengan Menggunakan Prinsip 5C (Character, Capacity, 
Capital, Colleteral dan Condition) 
1. Character 
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan 
diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang 
si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup, 
keadaan keluarga dsbnya.  Pada Bank BTN Cab. Makassar, character ini 
merupakan hal yang sangat penting dalam pemberian kredit, namun dalam 
mempelajari character seorang calon debitur bukan hal yang mudah dan cepat. 
Tetapi langkah awal bank BTN dalam menilai character calon debiturnya yaitu 
dengan melihat data‐data riwayat hidup calon debitur dan wawancara langsung 
dengan calon debitur tersebut. Untuk membaca atau sifat dari calon debitur  dapat 
dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan 
maupun yang bersifat pribadi. 
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2. Capacity  
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 
dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan 
kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. 
Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.Pada 
akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah 
disalurkan. Dalam menilai capacity calon debitur, Bank BTN Cab. Makassar 
dapat melihat hal ini dari pekerjaan dan penghasilan calon debitur dalam tiap 
bulannya setelah dikurangi dengan biaya hidup dari calon debitur. Capacity 
seorang calon debitur dapat dilihat juga dari usaha yang dijalankan oleh calon 
debitur. Jika usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa akan datang 
maka hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan Bank BTN dalam memberikan 
kreditnya kepada nasabah.  
3. Capital  
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan 
(neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi 
likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat 
dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. Pada bank BTN capital 
hanya berlaku pada kredit usaha rakyat. Di mana kredit ini diberikan untuk 
penambahan modal usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Di sini analis kredit 
dari pihak BTN melihat berapa modal usaha yang dimiliki oleh calon debitur 
sebelum kredit diberikan kepada calon debitur. Hal ini dapat dilihat dari laporan 
keuangan atau proposal yang dibuat oleh calon debitur. Ini sangat perlu dilakukan 
agar bank BTN dapat menganalisis berapa banyak kredit yang harus diberikan 
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kepada calon debitur apabila permohonan kreditnya disetujui. Hal ini  penting 
dilakukan agar pemanfaatan modal tambahan yang diberikan oleh pihak Bank 
BTN dapat dimanfaatkan dengan baik oleh debitur. 
4. Colleteral 
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 
maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 
Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, 
maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Semua 
bank yang memberikan kredit kepada nasabah, mensyaratkan adanya jaminan 
yang diberikan oleh calon debitur kepada pihak bank. Hal ini perlu karena 
pemberian kredit kepada calon debitur mempunyai tingkat risiko yang tinggi. 
Begitu pun kebijakan pemberian kredit pada bank BTN. Dalam tiap produk kredit 
yang disalurkan kepada nasabahnya, bank BTN mensyaratkan adanya 
jaminan/agunan dari calon debitur. Jaminan ini dapat berupa sertifikat tanah, 
serifikat rumah. BPKB motor atau mobil, SK pegawai dan lain sebagainya yang 
nilainya tidak kurang dari jumlah kredit yang diberikan kepada calon debitur. 
5. Condition 
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 
sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta 
prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang 
dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga 
kemungkinan kredit itu bermasalah kecil. Dalam menyalurkan kredit kepada 
masyarakat Bank BTN perlu melihat kondisi ekonomi Negara Indonesia. Salah 
satu yang menjadi tolak ukur Bank BTN yaitu tingkat inflasi. 
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Tabel 5.1. 
Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit pada 
PT. Bank BTN Cab. Makassar 
 
Prinsip-prinsip 
Pemberian Kredit 
(prinsip 5C) 
Tolak Ukur pada Bank BTN persero),Tbk 
Cab. Makassar 
1. Character 1.   Dilihat dari aplikasi permohonan kredit yang 
   dibuat oleh calon debitur 
2. Dari hasil wawancara antara analisis kredit 
Bank BTN dengan calon debitur 
3.  Bank Indonesia Checking 
2. Capacity 1  Dilihat dari penghasilan calon debitur dikurangi 
 dengan biaya hidup /bulan. Biasanya 70% dari  
penghasilan bersih 
2. Dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon 
debitur apakah usaha tersebut mempunyai 
prospektif yang baik. 
3. Capital Capital ini hanya berlaku bagi kredit yang 
diperuntukkan untuk pengembangan usaha rakyat 
(KUR). Biasanya Bank BTN memberikan 70% 
kredit dari total modal yang diperlukan. Dengan 
melihat prospek usaha dan perputaran modal 
calon debitur 
4. Colleteral 1. Dilihat dari sertifikat tanah dan bangunan. 
Taksasi harga jual tanah dan bangunan ini 
harus melebihi dari jumlah yang diberikan 
untuk kredit konsumtif. 
2. Untuk KUR jaminannya dapat berupa BPKB 
kendaraan yang harganya melebihi jumlah 
kredit yang diberikan setealh ditaksasi oleh 
analisis kredit Bank BTN 
5. Condition 1. Suku Bunga Bank Indonesia  
2. Tingkat Inflasi 
 Sumber: PT. Bank Tabungan Negara (persero).Tbk Cab. Makassar 
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5.1.2.   Pengelolaan Tingkat Non Performing Loan pada PT. Bank Tabungan 
Negara (persero), Tbk Cabang Makassar 
 Pengelolaan kredit bermasalah merupakan faktor yang penting yang perlu 
diperhatikan oleh suatu perbankan karena terkait dengan kesehatan bank dalam 
hal ini pada bank BTN. Bank Indonesia telah menetapkan batas tingkat kewajaran 
non performing loan, yaitu sebesar 5%. Tentu saja setiap perbankan perlu 
mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga 
tingkat non performing loan. Selain itu, untuk menghindari risiko kredit 
bermasalah yang bisa mengganggu tingkat kesehatan bank yang pada akhirnya 
akan menghambat operasional bank tersebut. Kredit macet dalam jumlah yang 
besar secara langsung mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan kredit, 
karena mengakibatkan semakin terbatasnya  dana dan menimbulkan dampak 
psikologis yangt kurang menguntungkan bagi perbankan. 
 Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan 
pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada 
bank akan memperoleh rugi potensial. Oleh karena itu, pendekatan praktis bagi 
bank dalam pengelolaan kredit bermasalah didasarkan kepada premise bahwa 
lebih dini penentuan problem loan akan lebih banyak peluang atau alternative 
koreksi dan prospek pencegahan kerugian bagi bank.  
Pada Bank BTN Cab. Makassar penggolongan kualitas kredit terdiri atas 5 
tingkatan seperti, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 
Nomor:7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan 
secara tegas penggolongan ditinjau dari segi kualitas kredit, yaitu: Kredit dengan 
kolektibilitas lancar (pass) adalah masuk dalam criteria Perporming Loan, 
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sedangkan kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (special mention), 
kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan kredit macet masuk dalam 
kriteia kedit bermasalah (non-performing loan).  
Tabel 5.2 
Penggolongan Kualitas Kredit 
 
Penggolongan Kualitas Kredit Penilaian Terhadap Kualitas Kredit 
1. Lancar  a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau 
bunga tepat waktu; dan 
 b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; 
atau 
 c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan 
agunan tunai (cash collateral). 
2. Dalam Perhatian Khusus a.Terdapat tunggakan angsuran pokok 
dan/atau bunga yang belum melampaui 90 
hari; atau 
b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau 
c. Mutasi rekening relatif aktif; atau 
d.Jarang terjadi pelanggaran terhadap 
kontrak yang diperjanjikan; atau 
e. Didukung oleh pinjaman baru. 
3. Kurang Lancar a. Terdapat tunggakan angsuran pokok 
dan/atau bunga yang telah melampaui 90 
hari; atau 
b.Terjadi pelanggaran kontrak yang 
diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau 
c.Terdapat indikasi masalah keuangan 
debitor; atau 
d. Dokumentasi pinjaman lemah. 
4. Diragukan a. Terdapat tunggakan angsuran pokok 
dan/atau bunga yang telah melampaui 
180 hari; atau 
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; 
atau 
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; 
atau 
d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau 
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e. Dokumentasi hukum yang lemah baik 
untuk perjanjian kredit maupun 
pengikatan jaminan. 
5. Macet a. Terdapat tunggakan angsuran pokok 
dan/atau bunga yang telah melampaui 
270 hari; atau 
b. Kerugian operasional ditutup dengan 
pinjaman baru; atau 
 c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, 
jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai 
wajar. 
 
5.1.3  Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Non Performing 
Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cabang 
Makassar  
  Setiap perbankan yang menyalurkan kreditnya tentu  terdapat suatu 
kebijakan yang menjadi landasan atau ketentuan untuk menentukan debitur mana 
yang layak dalam  memperoleh kredit, begitupun  halnya dengan Bank BTN, yang 
telah menerapkan prinsip 5C seperti ketentuan dari Bank Indonesia. 
 Walaupun kebijakan pemeberian kredit telah diterapkan, namun kredit 
bermasalah tetap saja muncul, dimana akan mengganggu kesehatan bank itu 
sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kredit bermasalah , baik itu dari 
faktor internal maupun dari faktor eksternal. Salah  satu upaya yang dilakukan 
dalam menghindari adanya indikasi kredit barmasalah, yaitu dengan  kebijakan 
pemberian kredit  yang terdiri dari prinsip 5C, dan bukan  hanya itu dari pihak 
analis kredit sebaiknya memiliki kemampauan dalam memahami prinsip 5c agar 
diperoleh debitur yang memiliki kemampuan dalam  mengembalikan pinjaman 
atau kreditnya.  
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 Pada Bank BTN tahun 2007 tingkat non performing loan  sebesar 7,65%, 
dimana tingkat NPL ini sudah melebihi dari batas ambang maksimum tingkat 
NPL yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. Faktor yang menyebabkan 
tingkat NPLsebesar ini termasuk adanya kebijakan pemberian kredit yang masih 
longgar sehingga belum efektif dan efisien walaupun kegagalan usaha debitur 
juga menjadi salah satu faktor sulitnya debitur mengembalikan pinjaman. 
 Oleh karena itu, dari pihak Bank BTN terutama pihak analisis kredit perlu 
memahami kebijakan pemberian kredit. Berkat kerja keras dari Bank BTN, pada 
tahun 2008 tingkat NPLsebesar 2,6%  turun sebesar 5,01% dari tahun 2007.  
Turunnya NPL ini disebabkan karena prinsip kehati-hatian yang terkait kebaijakan 
pemberian kredit yang diterapkan Bank BTN dan kemampuan account officer  
dalam menentukan debitur yang memiliki kemampuan dalam mengembalikan 
pinjamannya. 
 Kebijakan pemberian kredit memiliki pengaruh yang kuat terhadap non 
performing loan, karena dalam menentukan debitur yang layak tentu harus 
melalui aturan yang ditetapkan Bank BTN terkait kebijakan pemberian kredit, 
yaitu prinsip 5C (character, capacity, capital, colletral and condition). 
5.1.4.  Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Bank BTN Cab. 
Makassar 
 Salah satu kebijakan pemberian kredit yang harus ada pada setiap bank 
yaitu kebijakan dalam penyelamatan kredit bermasalah (non performing loan). 
Kebijakan ini perlu dalam suatu bank karena hal ini akan berdampak pada seluruh 
aspek pada suatu bank. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka 
memperkecil  dan menghindari terjadinya masalah ini dikemudian hari, pihak 
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bank melakukan analisis terlebih dahulu secara tepat dan akurat terhadap pihak-
pihak yang mengajukan permohonan pemberian kredit dan terus mengevaluasi 
dalam rangka melakukan penilaian kelayakan pemeberian kredit tersebut. Berikut 
ini adalah kebijakan Bank Tabungan Negara Cab. Makassar dalam upaya 
penyelamatan kredit bermasalah (non performing loan). 
Gambar 5.1 
Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Bank BTN Cab. Makassar 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Sumber: PT. Bank Tabungan Negara Cab.Makassar 
Tabel 5.3 
Empat kategori Debitur dan Langkah Penyelesaian Hutang Debitur 
Kategori 
Debitur 
Itikad Prospek 
Usaha 
Langkah Penyelesaian hutang 
Debitur 
A Baik Ada Restrukturisasi kredit dengan pola 
yang dapat disepakati untuk 
penyelesaian kredit 
B Baik Tidak Ada Penyelesaian secara komersial, 
misalnya melalui dengan 
penjualan agunan. 
C Kurang Ada Melalui proses hukum agar 
Penyelesaian Kredit 
Kredit Bermasalah 
(NPL) 
Mapping / Pemetaan (Berdasarkan tingkat risiko 
penyelesaian dan Biaya 
Analisis biaya dan keuntungan serta  
analisis risiko 
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Baik menjadi kooperatif. Apabila tidak 
kooperatif maka proses hukun 
dilanjutkan antara lain dengan 
penyerahan ke KPKNL. 
D Kurang 
Baik 
Tidak Ada Melaui proses hukum antara lain 
penyerahan ke KPKNL. 
Sumber : PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cab. Makassar 
1. Restrukturisasi Kredit 
a. Syarat Umum  
1. Debitur kooperatif,  
2. Debitur kesulitan/mengalami penurunan kemampuan membayar kredit. 
b. Pola Restrukturisasi 
1. Penjadwalan ulang (PUL) 
Adalah penetapan kembali jangka waktu kredit dan jumlah angsuran 
bulanan atas sisa kredit dan/atau penetapan pembayaran angsuran atas 
tunggakan angsuran yang ada dari kredit bermasalah dan/atau mempunyai 
potensi bermasalah, yaitu PUSP (penjadwalan ulang sisa pokok) dan PUST 
(penjadwalan ulang sisa tunggakan). Tujuannya agar debitur memenuhi 
kewajibannya kepada Bank secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan 
perjanjian kredit. 
Jenis PUL antara lain (kebijakan) : 
1) PUSP, yaitu menjadwalkan kembali masa angsuran atau sisa pokok kredit. 
Dengan dua pilihan yaitu jangka waktu tetap tetapi angsuran bertambah 
dan jangka waktu bertambah tetapi angsuran tetap atau mengecil. 
2).  PUST, menjadwalkan pembayaran tunggakan angsuran (pokok dan atau 
bunga) sehingga debitur mempunyai dua angsuran regular dan tunggakan. 
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Dimungkinkan dapat diberikan diskon tunggakan bunga atau denda 
sepanjang debitur melunasi tunggakan bunga dan atau denda. 
2.  Penundaan pembayaran kewajiban kredit (Grace Period) 
 Adalah penundaan pembayaran atas sejumlah kewajiban kredit untuk 
jangka waktu tertentu, sesuai hasil analisa kemapuan debitur. Tujuannya 
agar debitur memenuhi kewajibannya kepada Bank secara rutin dan tepat 
waktu sesuai dengan perjanjian kredit. 
3.  Novasi/Alih Debitur 
 Adalah pengalihan seluruh hutang/kewajiban debitur (berikut asset) kepada 
pihak lain yang memenuhi ketentuan bank yang berlaku. Tujuannya adalah 
mengganti debitur yang sudah tidak memiliki kemampuan dengan debitur 
baru yang memiliki kemampuan dan kredibilitas yang baik. 
2.     Penyelesaian Kredit 
 a. Syarat Umum 
 1. Debitur tidak kooperatif 
      2. Debitur tidak mampu membayar angsuran kredit 
b. Pola Penyelesaian kredit 
1. Penjualan agunan kredit 
Adalah merupakan kesepakatan antara bank dengan debitur untuk 
menjual sebagian dan atau seluruh agunan kepada pihak ketiga sebagai 
pelunasan sebagian dan atau seluruh kredit 
Tujuan : 
1) Kredit dapat dilunasi 
2) Bank dapat menerima dana segar (fresh fund) 
73 
 
Pelaksanaan hal ini berdasarkan pertimbangan secara selektif dan 
dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan debitur Kriteria : 
a) Diuatamakan jaminan tambahan 
b) Agunan yang tersisa masih dapat mengcover sisa kredit (apabila tidak 
melunasi seluruh sisa kredit) 
2.  Subrogasi 
Adalah penggantian hak-hak bank oleh pihak ketiga berdasarkan 
Akta Notaris, sehubungan pihak ketiga membayar sebagian atau seluruh 
sisa hutang debitur kepada bank. Dengan dibayarnya seluruh hutang 
debitur maka pihak ketiga menggantikan kedudukan bank. 
Tujuannya untuk mengalihkan hak tagih bank kepada pihak 
ketiga dengan kompensasi tunai dan mengurangi kredit bermasalah 
Pelaksanaan subrogasi dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan 
yang antara lain : 
 a. Harus dipertimbangkan secara selektif 
b. Dapat dilakukan tanpa persetujuan debitur 
c. Jumlah hutang yang dialihkan sebesar kewajiban debitur, kecuali ada 
kebijaksanaan. 
3. Lelang Hak Tanggungan 
Adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah (macet) dengan 
melakukan eksekusi (lelang) terhadap objek yang menjadi agunan kredit. 
4. Pengadilan Negeri 
Adalah upaya penyelesaian kredit yg dilakukan pihak bank dengan 
melakukan gugatan wanprestasi (cidera janji) oleh debitur terhadap 
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kewajiban kredit melalui Pengadilan Negeri. Dari uraian di atas sebagian 
besar dari kebijakan yang diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara 
dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat telah menerapkan prinsip 
5 C dan prinsip kehatia-hatian sesuai dengan teori yang ada. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan pemberian kredit PT Bank Tabungan 
Negara Cab.Makassar sudah baik sesuai dengan teori-teori yang telah 
dijelaskan pada Bab II pada tinjauan pustaka terkait dengan prinsip-prinsip 
kebijakan pemberian. Itu artinya bahwa hipotesis pertama dalam penulisan 
skripsi ini dapat diterima. 
5.2.     Analisis Regresi Sederhana 
 Dari data yang diperoleh pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk 
Cab. Makassar, maka penulis dapat membuat suatu pembahasan terkait dengan 
pengaruh pemberian kredit yang dapat dilihat dari persentase Loan To Deposit 
Ratio terhadap Non Performing Loan. 
 Selanjutnya untuk membuktikan hipotesa pada poin dua yang diajukan 
dalam penulisan ini maka dalam pengujian empiris penulis menggunakan metode 
regresi linier sederhana. Untuk mempermudah perhitungan regresi, maka dalam 
penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak komputer program 
SPSS 16.0. Dari output Variables Entered/Removed, diperoleh bahwa variabel 
independen (X) yang dimasukkan ke dalam model adalah loan to deposit ratio dan 
variabel dependennya (Y) adalah non performing loan dan tidak ada variabel yang 
dikeluarkan (removed). Pembuatan persamaan regresi sederhana dapat dilakukan 
dengan menginterpretasikan angka‐angka yang ada di dalam unstandardized 
coefficient beta. 
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Tabel 5.4 
Hasil Analisis Regresi Sederhana loan To Deposit Ratio antara Non  
Performing Loan pada PT.Bank BTN Cab. Makassar 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15.725 1.238  12.698 .001
LDR -.107 .010 -.986 -10.231 .002
a. Dependent Variable: NPL     
Sumber : Output SPSS 16 ( Laporan Keuangan Publikasi, diolah ) 
Pada penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linear sederhana 
sebagai berikut: 
Y^ = a + bX 
Dari tabel di atas tersebut dengan memperhatikan angka yang berada pada 
kolom Unstandardized Coefficients Beta, maka dapat dibentuk persamaan regresi 
sederhana sebagai berikut : 
  Y^ =  15,725 – 0,107X 
Angka-angka dalam persamaan di atas dapat diinprestasikan sebagai 
berikut: 
1. Nilai koefisien intercept (a) adalah 15,725 
Nilai koefisien intercept (a) sebesar 15,725 mengandung pengertian bahwa 
pada saat tingkat loan to deposit ratio 0%, maka tingkat pendapatan non 
performing loan (Y) adalah sebesar 15,725% 
2. Nilai koefisien regresi (b) adalah ‐0,107 
Nilai koefisien regresi (b) sebesar ‐0,107 mengandung pengertian bahwa 
setiap terjadi perubahan tingkat loan to deposit ratio (X) sebesar 1 %, 
maka akan menyebabkan penurunan (-) tingkat non performing loan (Y) 
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sebesar 0.107%. dan sebaliknya, jika (+) menandakan  terjadi peningkatan 
tingkat non performing loan. 
5.3. Analisis Koefisien Korelasi 
 Analisis korelasi (r) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana korelasi 
atau hubungan antara jumlah kredit yang (LDR) terhadap non performing loan. 
Dari data yang telah diolah, maka diperoleh hasil : 
     Tabel 5.5 
Interpretasi tingkat r 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00-0,199 Sangat Rendah 
0,20-0,399 Rendah 
0,40-0,599 Sedang 
0,60-0,799 Kuat 
0,80-1,000 Sangat Kuat 
Sumber  : Sugiyono, 2008:12 
 
Tabel 5.6 
Koefisien Korelasi 
 
            
                                       
 
 
Sumber : Output SPSS 16 ( Laporan Keuangan Publikasi, diolah ) 
 Dengan diperolehnya nilai korelasi atau r = 0,986 menunjukkan bahwa 
terjadi korelasi yang kuat. Nilai 0,986 (berada diantara 0,80 ‐ 1,000) menunjukkan 
adanya hubungan antara variabel X dan Y yang sangat kuat, hal ini sesuai dengan 
nilai interpretasi korelasi (Sugiyono, 2008:124). Jadi, kebijakan pemberian kredit 
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .986a .972 .963 .41786 
a. Predictors: (Constant), LDR  
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(Loan to deposit ratio) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Non 
performing loan pada PT Bank Tabungan Negara Cab. Makassar. 
5.4. Analisis Determinasi (࢘૛) 
 Koefisien determinasi (r2) digunakan untuk mengetahui keeratan 
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai r2 yang 
semakin mendekati satu maka variabel independen yang ada dapat memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, 
dan begitu juga sebaliknya. Besarnya koefisien determinasi (r2) antara 0 sampai 
dengan 1. Dari analisis data, diperoleh hasil : 
Tabel 5.7 
 
 
 
 
 
   Sumber : Output SPSS 16 ( Laporan Keuangan Publikasi, diolah 
) 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R Square atau 
koefisien determinasi (r2) adalah 0,963. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 
loan to deposit ratio dalam mempengaruhi tingkat non performing loan PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk Cab, Makassar sebesar 96,3% atau dengan kata 
lain loan to deposit ratio berpengaruh sebesar 96,3% terhadap tingkat non 
performing loan bank. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 3,7% dipengaruhi oleh 
variabel‐variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
 
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .986a .972 .963 .41786 
a. Predictors: (Constant), LDR  
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5.5.    Pengujian Hipoetsis 
5.5.1. Pengujian Secara Simultan (Uji F) 
 Uji statistik F atau Analisis Of Variance (ANOVA) pada dasarnya 
menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Nilai 
F dalam tabel ANOVA juga untuk melihat apakah model yang digunakan sudah 
tepat atau tidak. Hasil perhitungan Uji F ini dengan menggunakan SPSS versi 16 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 5.8 
Sumber : Output SPSS 16 ( Laporan Keuangan Publikasi, diolah  
Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama 
variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan kuat terhadap variabel 
dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 104,668 dengan 
nilai signifikansi (sig) sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi (sig) jauh lebih 
kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi NPL atau 
dapat dikatakan bahwa LDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap NPL. 
5.5.2.  Pengujian Secara Parsial (Uji T) 
 Uji t (Uji Parsial) dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel bebas 
secara parsial atau terpisah mempunyai pengaruh yang signifikan antara variabel 
ANOVAb
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 18.276 1 18.276 104.668 .002a
Residual .524 3 .175   
Total 18.800 4    
a. Predictors: (Constant), LDR     
b. Dependent Variable: NPL     
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pemberian kredit (LDR) terhadap Non Performing Loan selama periode 2007 - 
2011, yaitu dengan membandingkan T hitung dengan  T tabel pada tingkat 
signifikan (α) = 5%. 
Tabel 5.9 
 
Coefficientsa
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15.725 1.238  12.698 .001
LDR -.107 .010 -.986 10.231 .002
a. Dependent Variable: NPL     
Sumber : Output SPSS 16 ( Laporan Keuangan Publikasi, diolah ) 
Nilai statistik uji t yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS adalah 
sebesar ‐10,231 dengan signifikansi 0,002. Hal ini berarti telah memenuhi syarat 
T hitung > T tabel yakni 10,231> 3,1825 dan Karena nilai signifikansi lebih kecil 
dari 5%. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya 
terdapat pengaruh dan kontribusi yang signifikan antara loan to deposit ratio 
terhadap non performing loan pada PT.Bank tabungan Negara Cab. Makassar. 
5.6.  Pertumbuhan Tingkat Non Performing Loan ( Tahun 2007-2011) Pada 
PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk, Cab.Makassar 
 Perkembangan NPL 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar 
                                            Tahun 2007-2011 
Rasio 
Tahun 
2007 2008 2009 2010 2011 
NPL 
(100%) 
7,65 2,64 3,25 3,04 2,76 
Sumber: Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Cabang Makassar  
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Gambar Grafik 5.2 
Perkembangan NPL 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Makassar  Tahun 2007-2011 
 
 
Sumber: Kinerja Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cab. Makassar (data diolah 
2012) 
 
 Pada grafik di atas menggambarkan tentang pertumbuhan tingkat non 
performing Loan pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Cab. Makassar. 
Pada grafik di atas menunjukkan bahwa persentase tingkat non performing loan 
Bank 
BTN dari tahun 2007‐2011 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 
2007‐2008 tingkat non performing loan mengalami penurunan yang sangat tajam 
yaitu dari 7,65% pada tahun 2007 menjadi 2,64% pada tahun 2008 berarti terjadi 
penurunan sebesar 5,01%, hal ini menunjukkan kehati‐hatian PT.Bank Tabungan 
Negara Cab. Makassar dalam menyalurkan kredit dan membuat kebijakan dalam 
upaya penyelamatan kredit bermasalah. Pada tahun 2007 tingkat NPL Bank BTN 
di atas batas ambang peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tentang 
tingkat batas maksimum NPL yaitu sebesar 5%. Tingkat NPL Bank BTN sangat 
tinggi, hal ini disebabkan oleh factor internal dan eksternal perusahaan. Faktor 
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internal perusahaan yaitu kebijakan pemberian kredit yang masih longgar 
sehingga pemberian kredit belum efektif dan efisien. Sedangkan factor 
eksternalnya yaitu kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman sangat 
rendah hal ini sebabkan karena tingginya tingkat inflasi yang menjadikan 
pengeluaran atau biaya hidup para debitur menjadi bertambah sehingga kemudian 
menyulitkan para debitur dalam mengembalikan pinjaman kepada Bank BTN dan 
disebabkan oleh kondisi ekonomi. Gagalnya usaha debitur menjadi salah satu 
yang membuat tingginya persentase NPL Bank BTN pada Tahun 2007. 
 Dari tahun 2008 ke tahun 2009 terjadi peningkatan NPL, yaitu dari 2,64% 
menjadi 3,25%, namun kenaikan ini masih jauh dari batas ambang yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 5%. Setelah tahun 2009, tingkat Non 
Performing Loan terus mengalami penurunan hingga tahun 2011, tentu ini 
merupakan sebuah prestasi bagi PT. Bank Tabungan Negara Cab.Makassar. Hal 
ini tidak lepas dari kebijakan pemberian kredit termasuk kemampuan acoount 
officer dalam menganalisis calon debitur yang layak memperoleh kredit. Serta 
konsistensi Bank Tabungan Negara untuk selalu berupaya agar tingkat NPL selalu 
rendah di masa yang akan datang. 
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BAB VI 
PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dari data penelitian 
yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis mengenai Analisis kebijakan 
pemberian kredit terhadap non performing loan pada PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Cab. Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Analisis kebijakan pemberian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara 
(persero) Cabang Makassar sudah baik sesuai dengan kebijakan perbankan 
yang telah menerapkan prinsip 5 C dan prinsip kehati-hatian dalam 
pemberian kredit, tingkat suku bunga pada masing-masing kredit, batas 
maksimum pemberian kredit, pengelolan tingkat non performing loan dan 
kebijakan tentang upaya penyelematan dan penyelesaian kredit bermasalah 
(non performing loan).  
2. Dari hasil analisis regresi sederhana dapat diketahui bahwa secara 
bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh signifikan kuat 
terhadap variabel independen. Hal ini dapat dibuktikan dari pengujian 
secara simultan (uji F), dimana nilai F hitung  yang lebih besar dari nilai F 
tabel dan nilai probabilitas 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga 
hipotesis yang menyatakan bahwa pemberian kredit ( loan to deposit ratio) 
berpengaruh signifikan kuat terhadap non performing loan dapat diterima. 
3. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa hasil pengujian secara 
parsial (uji t) antara variabel kebijakan pemberian kredit (loan to deposit 
ratio) dengan variabel non performing loan memiliki pengaruh yang 
signifikan kuat. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai T hitung yang lebih 
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besar dari nilai T tabel dan nilai probabilitas 0,002 yang lebih kecil dari 
0,05. 
6.2. Saran 
Terkait dengan penelitian yang dilakukan, maka penulis ingin memberikan 
saran untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-
pihak yang berkepentingan antara lain, sebagai berikut: 
1. Penulis menyarankan agar PT. Bank Tabungan Negara, Tbk Cab. 
Makassar lebih memperhatikan kebijakan pemberian kredit dengan 
berpegang teguh kepada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit 
agar terhindar dari kredit bermasalah dan diperoleh tingkat non performing 
loan  yang rendah dimasa yang akan datang. 
2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk 
lebih menambah variabel yang dianggap perlu dan memperluas sampel 
penelitian, data penelitian, maupun kedalaman analisisnya, misalnya 
dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang. 
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Descriptives 
[DataSet1] C:\Users\TOSHIBA\Documents\ddd.sav 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NPL 5 2.00 7.00 3.2000 2.16795
LDR 5 84.00 132.00 1.1760E2                           20.06988
Valid N 
(listwise) 
5
    
 
 
 
NPar Tests 
 
[DataSet1] C:\Users\TOSHIBA\Documents\ddd.sav 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  NPL LDR 
N 5 5 
Normal 
Parametersa 
Mean 3.2000 1.1760E2 
Std. Deviation 2.16795 2.00699E1 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .337 .298 
Positive .337 .237 
Negative -.290 -.298 
Kolmogorov-Smirnov Z .753 .666 
Asymp. Sig. (2-tailed) .622 .767 
a. Test distribution is Normal.   
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[DataSet1] C:\Users\TOSHIBA\Documents\ddd.sav 
 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 LDRa . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: NPL  
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .986a .972 .963 .41786 
a. Predictors: (Constant), LDR  
 
 
 
   
Model Summaryb 
Mod
el R 
R 
Squar
e 
Adjusted 
R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate
Change Statistics 
Durbin-
Watson
R 
Squar
e 
Chan
ge F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .986
a 
.972 .963 .41786 .972 104.668 1 3 .002 2.177
a. Predictors: (Constant), 
LDR 
       
b. Dependent Variable: 
NPL 
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ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 18.276 1 18.276 104.668 .002a
Residual .524 3 .175   
Total 18.800 4    
a. Predictors: (Constant), LDR     
b. Dependent Variable: NPL     
 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 15.725 1.238  12.698 .001   
LDR -.107 .010 -.986 -10.231 .002 1.000 1.000
a. Dependent Variable: 
NPL 
      
 
   
Coefficient Correlationsa 
Model LDR 
1 Correlations LDR 1.000
Covariances LDR .000
a. Dependent Variable: NPL 
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Titik  
Persentase 
Distribusi t 
(df = 1 – 40) 
Pr 
0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50  0.20  0.10  0.050  0.02  0.010  0.002  
1 1.00000  3.07768  6.31375  12.70620  31.82052  63.65674  318.30884  
2 0.81650  1.88562  2.91999  4.30265  6.96456  9.92484  22.32712  
3 0.76489  1.63774  2.35336  3.18245  4.54070  5.84091  10.21453  
4 0.74070  1.53321  2.13185  2.77645  3.74695  4.60409  7.17318  
5 0.72669  1.47588  2.01505  2.57058  3.36493  4.03214  5.89343  
6 0.71756  1.43976  1.94318  2.44691  3.14267  3.70743  5.20763  
7 0.71114  1.41492  1.89458  2.36462  2.99795  3.49948  4.78529  
8 0.70639  1.39682  1.85955  2.30600  2.89646  3.35539  4.50079  
9 0.70272  1.38303  1.83311  2.26216  2.82144  3.24984  4.29681  
10 0.69981  1.37218  1.81246  2.22814  2.76377  3.16927  4.14370  
11 0.69745  1.36343  1.79588  2.20099  2.71808  3.10581  4.02470  
12 0.69548  1.35622  1.78229  2.17881  2.68100  3.05454  3.92963  
13 0.69383  1.35017  1.77093  2.16037  2.65031  3.01228  3.85198  
14 0.69242  1.34503  1.76131  2.14479  2.62449  2.97684  3.78739  
15 0.69120  1.34061  1.75305  2.13145  2.60248  2.94671  3.73283  
16 0.69013  1.33676  1.74588  2.11991  2.58349  2.92078  3.68615  
17 0.68920  1.33338  1.73961  2.10982  2.56693  2.89823  3.64577  
18 0.68836  1.33039  1.73406  2.10092  2.55238  2.87844  3.61048  
19 0.68762  1.32773  1.72913  2.09302  2.53948  2.86093  3.57940  
20 0.68695  1.32534  1.72472  2.08596  2.52798  2.84534  3.55181  
21 0.68635  1.32319  1.72074  2.07961  2.51765  2.83136  3.52715  
22 0.68581  1.32124  1.71714  2.07387  2.50832  2.81876  3.50499  
23 0.68531  1.31946  1.71387  2.06866  2.49987  2.80734  3.48496  
24 0.68485  1.31784  1.71088  2.06390  2.49216  2.79694  3.46678  
25 0.68443  1.31635  1.70814  2.05954  2.48511  2.78744  3.45019  
26 0.68404  1.31497  1.70562  2.05553  2.47863  2.77871  3.43500  
27 0.68368  1.31370  1.70329  2.05183  2.47266  2.77068  3.42103  
28 0.68335  1.31253  1.70113  2.04841  2.46714  2.76326  3.40816  
29 0.68304  1.31143  1.69913  2.04523  2.46202  2.75639  3.39624  
30 0.68276  1.31042  1.69726  2.04227  2.45726  2.75000  3.38518  
31 0.68249  1.30946  1.69552  2.03951  2.45282  2.74404  3.37490  
32 0.68223  1.30857  1.69389  2.03693  2.44868  2.73848  3.36531  
33 0.68200  1.30774  1.69236  2.03452  2.44479  2.73328  3.35634  
34 0.68177  1.30695  1.69092  2.03224  2.44115  2.72839  3.34793  
35 0.68156  1.30621  1.68957  2.03011  2.43772  2.72381  3.34005  
36 0.68137  1.30551  1.68830  2.02809  2.43449  2.71948  3.33262  
37 0.68118  1.30485  1.68709  2.02619  2.43145  2.71541  3.32563  
38 0.68100  1.30423  1.68595  2.02439  2.42857  2.71156  3.31903  
39 0.68083  1.30364  1.68488  2.02269  2.42584  2.70791  3.31279  
40 0.68067  1.30308  1.68385  2.02108  2.42326  2.70446  3.30688  
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TITIK PERSENTASE DISTRIBUSI T 
Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05 
 
 
df untuk penyebut (N2)  df untuk pembilang (N1)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
1 161  199  216  225  230  234  237  239  241  242  243      
2 18.51  19.00  19.16  19.25  19.30  19.3
3  
19.35  19.3
7  
19.38  19.4
0  
19.40      
3 10.13  9.55  9.28  9.12  9.01  8.94  8.89  8.85  8.81  8.79  8.76      
4 7.71  6.94  6.59  6.39  6.26  6.16  6.09  6.04  6.00  5.96  5.94      
5 6.61  5.79  5.41  5.19  5.05  4.95  4.88  4.82  4.77  4.74  4.70      
 
